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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SUATU PENGANTAR 

PRINSIP HUKUM PIDANA 
 

(Dilengkapi UU No. 1 Tahun 2023  
Tentang KUHP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kompol Dr. H. Iwan Rasiwan, S. H. , M. H 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUATU PENGANTAR PRINSIP HUKUM PIDANA 
(Dilengkapi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP) 
 
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved 
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media 
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit 
 
Cetakan Pertama : Maret 2024 
15 cm x 23 cm  
 
ISBN : 978-623-8263-54-7 
 
Penulis : Kompol Dr. H. Iwan Rasiwan, S. H. , M. H 
Desain Cover : Adji Azizurachman 
Tata Letak : Ladifa Nanda 
 
Diterbitkan Oleh : CV. Sketsa Media 
 
E-mail  :  sketsamediaid@gmail.com 
Web  :  www.sketsamedia.id 
Buku  :  www.shop.sketsamedia.id 
Whatsapp  :  0821-3818-5550 
 

 
 

SUATU PENGANTAR PRINSIP HUKUM PIDANA 
(Dilengkapi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP) 

Kompol Dr. H. Iwan Rasiwan, S. H. , M. H 
 

Jl Lebak, Serayu Karanganyar Rt 5/1, Mrebet,  
Purbalingga, Jawa Tengah 53352 

mailto:sketsamediaid@gmail.com
http://www.sketsamedia.id/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buku ini saya persembahan 

buat anak saya tercinta 

“Ayunita Meita Dewi Rasiwan’’ 

“Moch Farhan Okta Rasiwan’’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

Kata Pengantar 
 

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang 
keberadaannya dipandang sangat penting dalam menjaga 
keamanan masyarakat, bangsa dan negara dari ancaman tindak 
pidana. Namun demikian, sebagian besar masyarakat 
memandang hukum pidana adalah bagian dari hukum yang 
paling sulit. Pertanyaannya apakah definisi yang paling tepat 
untuk hukum pidana itu, pertanyaan ini sesungguhnya sangat 
sulit dijawab karena hukum pidana mempunyai banyak segi, yang 
tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri. Lagi pula, ruang lingkup 
pengertian hukum pidana bisa dipahami dalam pengertian luas 
dan dapat pula dalam arti sempit.  

Buku ini mencoba membahas secara ringkas mengenai 
hukum pidana terbaru UU No 1 Tahun 2023 Tentang Hukum 
Pidana, ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga hukum 
pidana bisa dipahami dengan mudah oleh siapa saja, terutama 
para mahasiswa Fakultas Hukum, di mana mata Kuliah Hukum 
Pidana adalah mata kuliah wajib. Penulis juga menyadari, sebagai 
seorang manusia biasa, tidak terlepas dari kesalahan, termasuk 
dalam penyusunan materi buku ini. Untuk itu, penulis 
mengharapkan saran dan masukan dari pembaca, untuk 
perbaikan materi buku di masa mendatang.  
 
~Selamat Membaca~ 
 

Purwakarta, 26 Maret 2024 
Penulis 
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BAB I 
Pengertian Hukum Pidana 

 
 

A. Pendahuluan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah 
mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru 
lewat sidang Paripurna, Selasa 6 Desember 2022. Mengapa KUHP 
harus dirubah di dalam KUHP disebutkan dengan jelas bahwa: 
1. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat 
bangsabangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk 
mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan 
pemerintah kolonial Hindia Belanda; 

2. Bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan 
dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidup-
an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan 
menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat-
an/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia; 
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Secara singkat alasan perubahan KUHP adalah sebagai 
berikut: 
1. Politis 

Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka sehingga 
harus nilai-nilai nasionalisme harus ada dalam segala tatanan, 
utamanya dalam Hukum 

2. Sosiologis 
Bangsa Indonesia memiliki latar belakang sosiologis yang 
berbeda dgn belanda.  

3. Filosofis 
Norma Dasar (grundnorm) bangsa Indonesia tidak sama 
dengan belanda.  

4. Praktis 
KUHP yang berlaku secara resmi di Indonesia masih 
berbahasa belanda.  

5. Adaptif 
Aturan-aturan yang ada dalam KUHP sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan 
penyesuaian.  

6. Sistematis 
Hukum yang berlaku disuatu negara haruslah tersistematis 
satu dengan peraturan yang lain 

 
Untuk itulah dalam pembahasan buku ini, penulis 

menggunakan KUHP terbaru, yang tertuang dalam Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.  
 
B. Pengertian hukum pidana menurut para ahli 

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang 
keberadaannya dipandang sangat penting dalam menjaga 
keamanan masyarakat, bangsa dan negara dari ancaman tindak 
pidana.  

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling sulit. 
Pertanyaannya apakah hukum pidana itu? pertanyaan ini 
sesungguhnya sangat sulit dijawab karena hukum pidana 
mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri- 
sendiri. Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu 
dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Oleh karena itu 
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perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru 
kemudian pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum 
pidana sebagai objek studi, dapat dikutip pendapat Ch. J. 
Enschede-M. Bosch yang mengatakan bahwa menurut 
metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan:1 
1. Ilmu hukum normatif 
2. Ilmu hukum pidana berdasarka fakta 
3. Filsafat hukum pidana 

 
Berikut adalah pengertian hukum pidana menurut para 

ahli: 
1. Pompe 

Definisi hukum pidana menurut Pompe, hukum pidana adalah 
semua aturan-aturan hukum yang menunjukkan perbuatan-
perbuatan mana yang seharusnya dijatuhi pidana, dan di mana 
pidana itu seharusnya di dapat.  

2. Van Hattum 
Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan 
peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu 
masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai 
pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang 
dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar 
hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan 
dengan penjatuhan penderitaan berupa hukuman.  

3. Apeldorn 
Hukum pidana materiil berkaitan dengan perbuatan dan 
formil berkaitan dengan penegakan hukum pidana materiil.  

4. Algra Janssen 
Alat yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingati 
mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan 
mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, 
dan harta.  

5. Zainal Abidin 
a. Perintah dan larangan yang jika dilanggar ditetapkan 

sanksi 
b. Cara/alat yang dapat diadakan reaksi terhadap 

pelanggaran 

 
1 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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c. Ruang lingkup waktu dan wilayah berlakunya 
6. Soedarto 

Sistem sanksi negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak 
memadai. pidana sama dengan penderitaan.  

7. Moeljatno 
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum 
yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 
dan aturan-aturan untuk2: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut.  
 

C. Ilmu Pembantu Hukum Pidana 

1. Kriminologi (Ilmu Tentang Kejahatan Dan Penjahat) 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu 
pengetahuan pada abad ke 19. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli 
antropologi berkebangsaan Perancis3.  
Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi tentu 
tidak dapat dipungkiri. Beberapa sarjana seperti Simons dan 
Van Hamel bahkan mengatakan bahwa kriminologi adalah 
ilmu yang mendukung ilmu hukum pidana. Alasan-alasan yang 
dikemukakan adalah penyelesaian perkara pidana tidak cukup 
mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, 
mengkonstruksikan dan mensistimatisasi saja, tetapi perlu 
juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai 

 
2 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
3 A. S Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2018 
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pribadi pelaku, dan selanjutnya perlu dicarikan jalan 
penanggulangannya. Demikian pula Mardjono Reksodipoetro 
melihat betapa pentingnya Kriminologi bagi hukum pidana, 
tentu saja berkaitan dengan hasil penelitian kriminologi yang 
dapat mendukung perkembangan hukum pidana. Aspek yang 
menonjol dalam Kriminologi sebagi ilmu pengetahuan 
empirik adalah penelitiannya mengenai pelanggar hukum. 
Kriminologi berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang 
menjadi suatu kausa kejahatan (meningkatnya kejahatan) 
atau proses yang berlangsung dalam proses peradilan pidana 
ataupun penelitian-penelitian mengenai pemahaman tentang 
pembinaan yang efektif pada terpidana. 4 

2. Sosiologi Kriminal (Realitas Sosial Tentang Terjadinya 
Kejahatan) 
Sosiologi kriminalitas adalah ilmu pengetahuan yang bersifat 
empiris analitis sebagai wujud pendalaman terkait proses 
sosial dan interaksi sosial berkenaan dengan bentuk gejala 
sosial kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga 
untuk aspeknya sendiri bisa berkenaan dengan norma hukum, 
pranata sosial, perubahan sosial maupun kesenjangan sosial 
yang menimbulkan tindak kriminal dalam masyarakat. 5 

3. Antropologi Kriminal (Tanda Fisik Seorang Penjahat) 
Antropologi kriminal mempelajari karakteristik fisik dan 
mental penjahat, serta faktor sosial dan lingkungan yang dapat 
mempengaruhi perilaku kriminal mereka. Penelitian dalam 
antropologi kriminal berfokus pada dua faktor fundamental: 
fakta kriminal itu sendiri dan manusia secara keseluruhan.  

4. Psikologi Kriminal (Faktor Kejiwaan Seorang Penjahat) 
Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari tentang 
psikologi atau kondisi kejiwaan orang-orang yang berperilaku 
jahat (menyimpang dari sudut pandang hukum) baik 
berhubungan langsung atau tidak dengan tindakan yang 
dilakukan serta keseluruhan akibatnya. Psikologi kriminal 
mengidentifikasi penyebab seseorang melakukan tindakan 
kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. 6 

 
4 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
5 https://dosensosiologi. com/sosiologi-kriminalitas/ 
6 https://erudisi. com/psikologi-kriminal-dan-pandangan-tentang-perilaku-

kriminal/ 
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5. Viktimologi 
Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi 
tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari 
bahasa Latin victima yang artinya korban dan logos yang 
artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang 
merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial7.  
Viktimologi adalah ilmu yang pada awal perkembangannya 
mengkaji tentang peran korban dalam suatu kejahatan, 
kemudian berkembang menjadi ilmu yang obyek kajian 
terpentingnya sekarang adalah bagaimana memberikan 
perlindungan pada korban dalam sistem peradilan pidana, 
bahkan korban pada umumnya. Viktimologi dapat membantu 
hukum pidana untuk menanggulangi/menyelesaikan persoal-
an korban kejahatan. Viktimologi telah mendorong hukum 
pidana memperhatikan-hak-hak korban kejahatan seperti 
dikenalnya restitusi, kompensasi, bantuan psikologi/ social, 
dan membantu terealisasinya hak-hak korban dalam proses 
peradilan pidana (acces to justice). 8 

 
Sifat Hukum Pidana 

Hukum pidana merupakan hukum publik 
1. Yakni mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat 

atau negara.  
2. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa 

norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang 
harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum di 
dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada 
dititikberatkan kepada kepentingan umum.  

3. Pemangku ius puniendi (hak mengenakan pidana/hak untuk 
menghukum seseorang) ialah negara sebagai perwakilan 
masyarakat hukum 

 

 
7 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012 
8 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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Dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana 
berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi 
hukum publik, meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum 
tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan 
ketertiban. Namun demikian masih ada pula aturan-aturan 
hukum pidana yang bersifat privat, dimana negara tidak serta 
merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk 
menjalankannya tanpa adanya permohonan dari pihak yang 
dirugikan. Kerugian pihak korban dianggap lebih besar dari pada 
kepentingan masyarakat dan bersifat sangat pribadi. Hal ini dapat 
diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana. 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 



8 

Pembagian Hukum Pidana 
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Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum 
(algemeen strafrecht) dan hukum pidana khusus bijzonder 
strafrecht), hukum pidana khusus termasuk di dalamnya adalah 
hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiscal, dan hukum pidana 
militer.  
1. Hukum pidana umum 

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan 
sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang 
(umum).  

2. Hukum pidana khusus 
Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan 
sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang 
tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan besenjata, 
ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak 
pidana tertentu saja misalnya tindak pidana korupsi.  

 
Hukum pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di 

luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum 
pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan 
indikator apakah undang-undang pidan aitu merupakan hukum 
tindak pidana khusus atau bukan. 10 

 
Hukum pidana materil dan hukum pidana formil 

1. Hukum pidana materil 
Hukum pidana materiil atau sering disebut hukum pidana 

substantif, sering hanya disebut dengan istilah hukum pidana saja 
adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 11 

Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan 
peraturan yang menunjukkan tentang: 
a. Perbuatan-perbuatan yang mana yang dapat dihukum.  
b. Siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, dan 
c. Hukuman/sanksi yang bagaimana yang dapat dijatuhkan 

terhadap orang tersebut.  

 
10 Hartanto, dkk, Hukum Tindak Pidana Khusus, Deepublish, Yogyakarta, 2020 
11 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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d. hukum pidana materil disebut juga dengan hukum pidana 
yang abstrak. hukum pidana materil terdapat di dalam kuhp 
maupun ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tersebar di 
luar KUHP.  

 
Di Indonesia hukum pidana dituangkan dalam undang- 

undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang- undang 
pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam 
KUHPidana. 12 
 
2. Hukum pidana formil 

Yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus 
diberlakukan secara konkrit atau hukum yang menegakkan / 
mempertahankan hukum pidana materil. Atau dengan kata lain 
yaitu sejumlah peraturan yang memuat bagaimana cara-cara 
negara menjalankan haknya untuk menjatuhkan / melaksanakan 
hukuman. Disebut sebagai hukum acara pidana.  

Dua macam hukum pidana tersebut (hukum pidana formil 
dan materiil) tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan 
hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip 
kesalahan (guilt in principle), sedangkan hukum pidana formil 
mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta 
bersalah (guilty in fact). Hukum pidana materiil/substantif 
mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap 
batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan 
perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan 
tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang 
secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini 
dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah di-
tentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peratur-
an tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah 
yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil 
pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang 
melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa 
yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan 
terhadap orang yang disangka/ didakwa melakukan tindak 
pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana 

 
12 Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Medpress, Yogyakarta, 2013 
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melaksanakan putusan pengadilan.  
Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara 

penegakan hukum pidana materiil13.  
 
Subyektif dan Obyektif 

1. Hukum pidana dalam arti subjektif atau Ius Puniendi.  
Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara 

dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk 
menggunakan hukum objektif tersebut.  

Ius Puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit: 
a. Dalam Arti Luas: 

Hak Negara Atau Alat-alat Perlengkapan Negara Untuk 
Mengancam Pidana Terhadap Perbuatan Tertentu; 
Dalam Arti Sempit: 
Hak Untuk Menuntut Perkara-perkara Pidana, Menjatuhkan 
Dan Melaksanakan Pidana Terhadap Orang Yang Melakukan 
Perbuatan Yang Dilarang. Hak Ini Dilakukan Oleh Badan- 
badan Peradilan.  

 
2. Hukum pidana dalam arti objektif 

Adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut 
sebagai hukum positif atau ius poenale. disebut objektif karena 
ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri.  

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa jus poenale 
(hukum pidana materiel) adalah sejumlah peraturan hukum yang 
mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang 
terhadap pelanggarannya diancam dengan hukum pidana (sanksi 
hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya. 14 
 

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif 
sebagai: 
a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam 

dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 
b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk 

penjatuhan pidana, dan; 
 

 
13 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
14 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 
penjatuhan dan penerapan pidana.  

 
Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana 

yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang 
tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd). Adapun yang 
dikodifikasikan yaitu yang dimuat di dalam Kitab Undang-
Undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan, tersebar di luar 
kodifikasi dalam perundang-undangan tersendiri.  

Dengandemikian, hukumpidana materiel yang 
dikodifikasikan tercantum dalam KUHP, sedangkan yang tidak 
dikodifikasikan yang tersebar di luar KUHP. Begitu pula hukum 
pidana formiel (acara pidana) yang dikodifikasikan tercantum di 
dalam KUHAP, sedangkan yamg tidak dikodifikasikan tersebar 
dalam perundang- undangan di luar KUHAP. 15 
a. Hukum pidana yang dikodifikasikan: 

Misalnya: KUHP, KUHPmiliter, dan KUHAP 
b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan: 

Merupakan ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, yang 
di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.  

 
D. Tujuan hukum pidana 

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa 
disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, 
Restraint, dan Retribution, sedangkan satu D ialah Deterrence 
yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence 
(pencegahan khusus dan pencegahan umum). 16 

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi 
penjahat menjadi orang baik, restrain adalah mengasingkan atau 
menyingkirkan para pelanggar dari masyarakat agar masyarakat 
merasa aman dan nyaman. Sedangkan retribution adalah 
pembalasan terhadap para pelanggar yang telah melakukan 
kejahatan, deterrence yaitu membuat jera agar seseorang merasa 
takut atau jera untuk melakukan kejahatan.  

Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum 
pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum 
hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat 

 
15 Ibid 
16 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.  
 
1. Aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting).  

Tujuan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari 
kekuasaan penguasa (Negara).  

Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang 
menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan 
itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-
undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh 
tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak 
tertulis dan di samping itu kekuasaan raja absolute dapat 
menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan 
menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. 
Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan 
beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak 
tertulis.  
 
2. Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) 

Tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat 
terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, 
perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan 
serta keadaan penjahat.  

Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah 
tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah 
salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum 
pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science 
menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan 
hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar 
terlindungi kepentingan hukum masyarakat.  
 
Fungsi hukum pidana 

Menurut Prof. Sudarto: 
1. Fungsi umum: 

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh 
karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi 
hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup 
kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam 
masyarakat; 
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2. Fungsi khusus 
a. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan 

yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) 
b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 

menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hokum 
yang dilindungi.  

c. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam 
rangka negara mempertahankan kepentingan hkm yang 
dilindungi 

 
Sumber hukum pidana 

Sumber Hukum Pidana Indonesia:17 
1. KUHP (Wet Boek van Strafrecht) sebagai sumber utama hukum 

pidana Indonesia terdiri dari: Buku I bagian umum, Buku II 
tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran, dan Memorie 
van Toelichting (MvT) atau Penjelasan terhadap KUHP. 
Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-
undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama 
rancangan KUHP pada Tweede Kamer (Parlemen Belanda) 
pada tahun 1881 dan diundang tahun 1886.  

2. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana 
khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Tindak 
Pidana Ekonomi, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah 
tangga (KDRT) 

3. Di daerah-daaerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan 
tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum 
adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan 
hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 tahun 
1951 Pasal 5 ayat 3sub b.  

 
Nyoman Serikat Putra Jaya, menulis dalam bukunya tindak 

pidana adat (hukum pidana adat) adalah:18 
1. Lokika Sanggraha 

Lokika Sanggraha adalah tindak pidana adat berupa seorang 

 
17 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
18 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
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laki-laki bujangan yang melakukan hubungan intim dengan 
seorang gadis, dan suka sama suka, dengan janji untuk 
mengawini, tetapi ternyata setelah gadis hamil, laki-laki itu 
tidak mau mengaku.  

2. Amandel Sanggama 
Amandel Sanggama adalah tindak pidana adat berupa seorang 
isteri yang meninggalkan suaminya yang statusnya masih 
dalam ikatan perkawinan 

3. Gamia Gamana 
Gamia Gamana adalah suatu bentuk larangan melakukan 
hubungan intim yang dilakukan antara mereka yang 
mempunyai hubungan darah dekat, seperti seorang laki-laki 
dengan ibu tirinya, seorang bapak dengan anak keponakannya 

 

 
 
E. Subjek Hukum Pidana Pengertian dari subjek hukum 

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat 
dan antara subyek hukum. Pengertian Subyek hukum ialah siapa 
yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam 
hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum 
untuk mempunyai hak. Ada beberapa pengertian tentang subyek 
hukum menurut para sarjana:19 
1. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau 

subyek di dalam hukum yaitu orang.  

 
19 http://repository. umy. ac. id/bitstream/handle/123456789/10720/h. %20 

BAB%20II. pdf?sequence=6 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10720/h.
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2. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu 
yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. 
Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.  

3. Subyek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan 
kewajiban.  

4. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang 
berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan 
tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum 
diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.  

5. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang 
mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai 
wewenang hukum atau disebut dengan Rechtsbevoegdheid.  

 
Sedangkan yang dimaksud dengan subjek hukum pidana 

adalah pelaku tindak pidana. Pelaku tindaka pidana atau subjek 
hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun seiring 
dengan perkembangan hukum, korporasi juga merupakan subjek 
hukum, sehingga subjek hukum adalah manusia dan korporasi. 
Peranan korporasi sebagai penggerak roda ekonomi sangat besar 
dan penting berbarengan dengan semakin kompleks dan maju-
nya kehidupan masyarakat. Pengaturan pertanggung jawaban 
korporasi saat ini sudah diatur dalam KUHP Nasional, yang 
menjelaskan tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana.  

Walaupun fokus hukum pidana adalah tindakan 
(daadstrafrecht), bukan kualifikasi dari pelakunya (manusia 
secara individu/berbahaya atau tidaknya individu tersebut), 
namun manusia adalah subyek hukum pidana yang merupakan 
juga salah satu unsur dari tindak pidana. Manusia atau orang 
sebagai subyek hukum pidana dapat diketahui dari rumusan 
tindak pidana dalam KUHP. Setiap rumusan tindak pidana 
dimulai dengan “Hij die” yang berarti “barang siapa…”, selain itu 
ada pula istilah “pegawai negeri”, “tabib”, “seorang ibu”, 
“saudagar”, dan “panglima tentara”. Manusia sebagai pelaku 
tindak pidana dalam melakukan tindak pidana bukan hanya 
dilakukan oleh seorang manusia, tetapi juga dapat dilakukan oleh 
lebih dari satu orang. 20 

 

 
20 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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Menurut Elliot dan Quinn, ada sejumlah alasan dianggap 
bisa menjadi subjek tindak pidana, yaitu lain: (1) tanpa per-
tanggungjawaban pidana, tidak mustahil korporasi menghindar-
kan diri dari peraturan pidana; (2) dalam tindak pidana yang 
serius, perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar 
denda dibanding pegawainya; (3) ancaman pidana terhadap 
perusahaan dapat mendorong pengusaha melakukan 
pengawasan terhadap korporasi, (4) perusahaan yang telah 
mengeruk keuntungan dengan tindakan ilegal, maka pantas jika 
perusahaan itu yang harus memikul sanksinya; (5) publisitas 
(atas kasus) rugikan dan pengenaan pidana denda terhadap 
perusahaan dapat fungsi mencegah perusahaan melakukan 
kegiatan illegal21.  

Korporasi dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum 
dalam hukum pidana berdasarkan berbagai teori diantaranya: 
Vicarious Liability, Identification theory, Strict Liability ataupun 
Realistic theory. 22 
1. Vicarious Liability.  

Kesalahan dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke 
majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan 
kewajiban yang relevan.  

2. Identification Theory 
Dokrin ini menentukan Manajer / senior diidentifikasi sebagai 
kejahatan korporasi.  

3. Strict liability 
Pertanggungjawaban yang dibutuhkan pengetahuan dan 
perbuatan tidak diperlukan unsur kesalahan.  

4. Realistic theory 
Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan 
menggunakan pendekatan yang realistic.  

 
Dalam kaitan terhadap korporasi sebagai subjek hukum 

diantaranya diatur dalam pasal-pasal berikut ini: 
 
 
 

 
 21Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
22 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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Pasal 45 KUHP 
Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Korporasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum 
yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan 
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang 
disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang 
berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan 
dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
Pasal 46 KUHP 

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang 
dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional 
dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang 
berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain 
yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak 
demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan 
Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama.  

 
Pasal 47 KUHP 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 KUHP 
Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi 
perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi 
yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat 
mengendalikan Korporasi.  

 
Pasal 48 KUHP 

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: 
1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana 

ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang 
berlaku bagi Korporasi; 

2. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; 
3. Diterima sebagai kebijakan Korporasi; 
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan 

untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih 
besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 
yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; 
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dan/ atau 
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.  

 
Pasal 49 KUHP 

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap 
Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, 
pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat 
Korporasi.  

 
Pasal 50 KUHP 

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh 
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi 
perintah, pemegang kendali, dan / atau pemilik manfaat 
Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan 
tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang 
didakwakan kepada Korporasi.  

 
Pasal 56 KUHP 

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: 
1. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; 
2. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan 

fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, 
pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; 

3. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; 
4. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; 
5. bentuk kesalahan Tindak Pidana; 
6. keterlibatan Pejabat; 
7. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; 
8. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau 

kegiatan; 
9. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau 
10. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.  
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BAB II 
Berlakunya Hukum Pidana 

 
 

A. Pengertian berlakunya hukum pidana menurut tempat 
(Locus Delicti) dan menurut Waktu (Tempus Delicti) 

Pengertian Locus Delicti 
Locus Delicti berasal dari kata Locus yang berarti tempat 

atau lokasi dan Delicti yang berarti delik atau tindak pidana. 
Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti 
yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang 
berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. 23 

Pengertian Locus Delicti menurut: 
1. Van Bemmelen 

Tempat dimana seorang pelaku telah melakukan 
perbuatannya secara materil.  

2. Van Hattum 
Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan 
kejahatannya dan bukan tempat dimana perbuatan dari 
pelaku tersebut telah menimbulkan suatu akibat.  

 
Tempat tindak pidana membahas tentang di mana tindak 

pidana terjadi. Apakah tempat di mana perbuatan fisik/ 
materiilnya dilakukan? Apakah tempat di mana alat/sarana/ 
instrument tindak pidana digunakan/bekerja? Apakah tempat di 

 
23 https://menuruthukum. com/2019/12/06/pengertian-locus-delicti-

dantempus-delicti/ 
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mana akibat tindak pidana itu timbul atau terjadi? Di sini kita 
memerlukan teori -teori tentang locus delicti. Ada empat teori 
untuk menjawab pertanyaan itu, yang serupa dengan teori-teori 
tempus delicti yaitu:24 
1. Teori /ajaran perbuatan fisik/perbuatan materiil (De leer van 

de lichamelijke daad /gedraging) 
2. Teori /ajaran bekerjanya alat (De leer van het instrument ) 
3. Teori /ajaran timbulnya akibat (De leer van het gevolg) 
4. Teori /ajaran tempat yang jamak/ada beberapa tempat tindak 

pidana (De leer van de meervoudge plaats) 
 
Pengertian Tempus Delicti 

1. Van Bemmelen 
Waktu dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya 
secara materil.  

2. Van Hattum 
Sesuatu tindak pidana tersebut selesai dilakukan oleh 
pelakunya.  

3. Jan Remmelink 
Waktu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang.  

 
Waktu tindak pidana membahas tentang kapan tindak 

pidana terjadi? Apakah pada saat perbuatan fisik/materiilnya 
dilakukan? Apakah pada saat alat/sarana/instrument tindak 
pidana digunakan/bekerja? Apakah pada saat akibat tindak 
pidana itu timbul atau terjadi? Di sini kita memerlukan teori -
teori tentang tempus delicti. Ada empat teori untuk menjawab 
pertanyaan itu, yaitu25: 
1. Teori /ajaran perbuatan fisik/perbuatan materiil (De leer van 

de lichamelijke daad /gedraging) 
2. Teori /ajaran bekerjanya alat (De leer van het instrument) 
3. Teori /ajaran timbulnya akibat (De leer van het gevolg) 
4. Teori /ajaran waktu yang jamak/ada beberapa waktu tindak 

pidana (De leer van de meervoudge plaats) 
 
 
 

 
24 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
25 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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Paparan mengenai waktu dan tempat delik di atas dapat 
lebih dijelaskan di bawah ini:26 
1. Suatu tindak pidana dapat terdiri dari suatu tingkah laku 

tertentu (misalnya mengambil barang kepunyaan orang lain 
dalam delik pencurian, contohnya C mengambil laptop milik D 
yang diletakkan di mobil D pada tanggal 10 Maret 2022) 

2. Suatu tingkah laku itu kadang-kadang dilaksanakan dengan 
bantuan suatu alat, yang dapat bekerja pada waktu dan / atau 
tempat yang berbeda daripada waktu dan/atau tempat si 
pelaku memasang alat tersebut (misalnya X yang berada di 
Jakarta, pada tanggal 15 Agustus 2022 mengirimkan paket 
berisi bom kepada Y yang berada di Bandung, bom itu meledak 
pada 16 Agustus 2022 di depan rumah Y merusak mobil B).  

3. Suatu tingkah laku kadang menimbulkan akibat yang mungkin 
akan timbul pada waktu dan /atau tempat yang berbeda 
daripada waktu dan /atau tempat di mana pelaku 
melaksanakan tindakannya (misalnya A menusuk dengan 
pisau si B pada tanggal 1 Januari 2021 di Batam, Kepulauan 
Riau, dengan maksud membunuhnya, namun B baru tewas 
tanggal 2 Januari 2021 di Singapura).  

 
Mengapa Locus Delicti dan Tempus Delicti Sangat penting? 

Pada Pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa Penuntut 
Umum harus mencantumkan tempat dan waktu dari tindak 
pidana yang dituduhkannya itu di dalam surat dakwaan.  

Kepastian mengenai tempat dilakukannya suatu tindak 
pidana itu adalah penting karena: 
1. Berkenaan dengan wewenang relatif dari pengadilan; 
2. Berkenaan dengan ruang lingkup berlakunya undang- undang 

(Pasal 4-8 KUHP) 
3. Sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan di suatu tempat 

yang terlarang; 
4. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa suatu tindak 

pidana itu harus dilakukan disuatu tempat umum .  
 
 
 

 
26 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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Undang-undang sendiri tidak memberikan sesuatu 
penjelasan mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang 
sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana, 
akan tetapi dari keterangan pemerintah dapat diketahui bahwa 
pemerintah telah memandang sebagai locus delicti atau tempat 
dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah tempat di mana 
perbuatan dari pelaku telah menimbulkan suatu akibat27.  

Menurut van Bemmelen kepastian mengenai waktu 
dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah penting antara lain: 
1. Berkenaan dengan berlakunya Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 

KUHP; 
2. Bagi semua peristiwa dimana usia dari pelaku dan korban itu 

mempunyai arti pada saat sesuatu tindak pidana itu telah 
dilakukan oleh pelakunya; 

3. Berkenaan dengan daluwarsa (Pasal 136 KUHP); 
4. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan tindak 

pidana (Pasal 23 KUHP) 
5. Memiliki Disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual 

(Pasa 38, 39KUHP) 
6. Berkenaan dengan suatu pencurian yang dilakukan pada 

waktu di malam hari (Pasal 481 KUHP) 
 

B. Berlakunya hukum pidana menurut waktu Asas 
Legalitas28 

Keberadaan asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia 
secara jelas menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia 
melindungi kepentingan individu dari keasewenang-nangan 
penguasa dan menjadi upaya untuk melakukan mencegahan 
dilakukannhya kejahatan sebagaiana ditentukan dalam 
perundang- undangan.  

 
Pasal 1 ayat 1 KUHP: 

1. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi 
pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan 
pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada 

 
27 P. A. F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum 

Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 
28 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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sebelum perbuatan dilakukan.  
Asas ini biasa disebut asas Nullum delictum nulla poena sine 
legi praevia legi penali 

2. Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan 
analogi.  

 
Asas Legalitas Mengandung 3 Prinsip: 

1. Aturan Hukum Pidana Harus Tertulis 
a. Aturan hukum pidana harus merupakan aturan yang dibuat 

oleh badan penguasa yang berwenang.  
b. Produk dalam bentuk UU Atau Perda 
c. Aturan tersebut harus jelas rumusannya (Lex Certa) dan 

tidak multi tafsir 
d. Hukum Adat merupakan pengecualian UU Drt No. 1/1951 

Ps. 1 Ayat (3) Pengaturan hukum adat yang dimaksudkan 
tidak untuk menghidupkan peradilan adat menjadi satu 
soal tersendiri ke depannya, mengingat jika hukum adat itu 
hanya diakomodir aspek materilnya atau ketentuan bentuk 
pidana dan sanksinya semata dan tidak diakomodir aspek 
formilnya. Maka akan terjadi kerumitan dalam proses 
penegakannya. dalam proses Sistem Peradilan Pidana. Di 
antara faktor penyebabnya adalah: 
1) Penyidik dalam hal ini POLRI tidak akan memproses 

suatu TP Kalau tidak ada UU yang mengaturnya 
2) Hakim-Hakim kita yang bertugas di suatu wilayah atau 

daerah tertentu tidak selamanya berasal atau asli dari 
daerah itu, sehingga dibutuhkan waktu lagi bagi hakim-
hakim tersebut untuk mempelajari, mendalami, dan 
menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat 
dengan segala kompleksitasnya.  
 

2. Larangan Berlaku Surut 
Undang-undang pidana berjalan ke depan dan tidak ke 

belakang. Perlu diketahui kapan suatu tindak pidana terjadi 
(waktu terjadinya tindap pidana tempus delicti).  

Ps 28i UUD 1945 Hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  
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Pasal 3 KUHP 
Undang – undang dimungkinkan untuk berlaku surut jika 
memenuhi tiga syarat yaitu: 
a. Terjadi Perubahan UU 
b. Perubahan terjadi setelah tindak pidana dilakukan 
Perubahan menguntungkan bagi tersangka /terdakwa Disebut 
sebagai Hukum Transitoir 

 
Pasal 3 KUHP 

Ayat (1) 
Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang- undangan 
sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-
undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu 
Tindak Pidana.  

Ayat (2) 
Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak 
Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, 
proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus 
dihentikan demi hukum.  

Ayat (3) 
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam 
tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.  

Ayat (4) 
Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum 
tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak 
Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, 
pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.  

Ayat (5) 
Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang 
melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat 
yang berwenang.  

Ayat (6) 
Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) 
tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana 
menuntut ganti rugi.  
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Ayat (7) 
Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum 
tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang 
lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, 
pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas 
pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru 

 
Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan batas pidana” 

adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari 
ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-
undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman 
pidana yang berbeda.  
 
3. Larangan Penggunaan Analogi 

Analogi tidak diperbolehkan di dalam hukum pidana, 
namun penafsiran diperbolehkan.  

Analogi merupakan suatu usaha untuk mengatasi 
persoalan norma maksudnya adalah memperluas berlakunya 
suatu peraturan dengan mengabstraksikan aturan hukum yang 
menjadi dasar dari peraturan tersebut (ratio legis) dan kemudian 
menerapkan aturan yang bersifat umum tersebut pada perbuatan 
konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi analogi 
dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu norma apa yang 
dilarang, berdasarkan inilah kemudian pelaku perbuatan baru 
tersebut dapat dipidana. 29Penafsiran diperbolehkan dalam 
hukum pidana karena diperlukan untuk memahami undang-
undang hukum pidana yang tidak selalu jelas rumusannya.  

Menurut Van Apeldoorn, menjelaskan hakekat dari 
kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak 
pembuat undang-undang yang pernyataannnya kurang jelas. 
Fungsi penafsiran pada hakekatnya adalah:30 
a. Memahami makna atau asas atau kaidah hukum 
b. Menghubungkan suatu fakta hukum dangan kaidah hukum 
c. Menjamin penegakkan atau penerapan hukum dapat 

dilakukan secara tepat, benar, dan adil.  
 

 
29 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
30 Ibid.  
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d. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan- 
perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu 
memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.  

 
Penafsiran yang dikenal dalam hukum pidana: 

a. Otentik 
Penafsiran yang diberikan oleh uu itu sendiri 

b. Sistematis 
Penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu UU 
dengan bagian lain dari UU itu juga.  

c. Gramatikal 
Penafsiran yang didasarkan Hukum tata bahasa sehari-hari.  

d. Histori 
Penafsiran dengan melihat berkas-berkas atau bahan-bahan 
waktu UU itu dibuat.  

e. Sosiologis 
Penafsiran UU di sesuaikan dengan kehidupan masyarakat.  

f. Teleologis 
Penafsiran yang didasarkan kepada tujuan dari pada UU itu.  

g. Ekstensif 
Penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang 
sebenarnya 
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BAB III 
Pidana dan Tindakan 

 
 

A. Pengertian Pidana 

Pengertian pidana menurut ahli: 
1. Van Hamel 

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang 
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk 
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung 
jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, 
yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.  

2. Simons 
Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang 
pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu 
norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan 
bagi seseorang yang bersalah.  

3. Sudarto 
Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- 
syarat tertentu.  

4. Roeslan Saleh 
Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik itu.  
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5. Pidana Menurut Ted Honderich 
Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang 
sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku 
karena sebuah pelanggaran.  

6. Alf Ross 
Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat 
pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau 
dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum 
terhadap pelanggar hukum.  

7. R. Soesilo 
Hukum Pidana adalah perasaan tidak enak / sengsara yang 
dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang 
telah melanggar UU Hukum Pidana.  

8. Moeljatno 
Moeljatno seorang sarjana hukum pidana Indonesia 
terkemuka, merumuskan hukum pidana yang meliputi 
hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel, seperti 
dimaksud oleh Enshede-Heijder dengan hukum pidana 
sistematik, sebagai berikut, ‘’Hukum pidana adalah sebagian 
daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.  

a. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan.  

b. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka 
telah melanggar larangan tersebut.31 

9. Wirjono Prodjodikoro 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. 
Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh 
instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum 
sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang 
tidak sehari-hari dilimpahkan.  

 
31 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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10. Edmund Mezger 
Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan 
kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu suatu akibat berupa pidana. Pada dasarnya hukum 
pidana berpokok pada: 
a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya 

perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan 
adanya penjatuhan pidana.  

b. Perbuatan yang dapat dipidana 
c. Perbuatan jahat (Verbrechen/crime). Pidana adalah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu itu. Pidana dapat berupa sanksi pidana atau 
tindakan tata tertib.  

Pidana pada intinya adalah: 
a. Nestapa/Derita 
b. Yang Dijatuhkan Dengan Sengaja Oleh Negara (Melalui 

Pengadilan) 
c. Dikenakan Pada Seseorang 
d. Yang Secara Sah Telah Melanggar Hukum Pidana 
e. Melalui Proses Peradilan Pidana 

 
B. Tujuan Sistem peradilan pidana 

Pengertian dari sistem peradilan pidana sering 
didefinisikan dengan suatu mekanisme untuk menanggulangi 
kejahatan, atau sebuah pendekatan yang dipergunakan untuk 
menjalankan dan mengelola. Sistem peradilan pidana merupakan 
salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan 
untuk: 
1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (preventif) 
2. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi, sehingga 

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah dipidana (represif) 

3. Mengusahakan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatan 
(tidak recidive) 
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Proses Peradilan Pidana (the criminal justice process): 
1. Struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh 

sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
lembaga pemasyarakatan) 

2. Yang berkenaan dengan penanganan dan pengendalian 
3. Kejahatan dan pelaku kejahatan.  

 
Pidana Sebagai Pranata Sosial 

1. Sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran 
terhadap norma-norma yang berlaku 

2. Mencerminkan nilai & struktur masyarakat 
3. Merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 

‘hati nurani bersama’ 
4. Sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu 
5. Selalu berupa konsekwensi yang menderitakan, atau 

setidaknya tidak menyenangkan.  
 
Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana 

1. Merupakan Suatu Pengenaan Penderitaan/Nestapa Atau 
Akibat-akibat Lain Yang Tidak Menyenangkan; 

2. Diberikan Dengan Sengaja Oleh Badan Yang Memiliki 
Kekuasaan (Berwenang); 

3. Dikenakan Pada Seseorang Penanggung Jawab Peristiwa 
Pidana Menurut UU (Orang Memenuhi Rumusan Delik/ Pasal). 
(Muladi & Barda Nawawi Arief, 1982) 

 
C. Jenis Pidana 

Pasal 64 KUHP 
Pidana terdiri atas: 
1. Pidana Pokok 
2. Pidana Tambahan 
3. Pidana yang bersifat khusus utk tindak pidana tertentu yang 

ditentukan UU 
 

Pasal 65 KUHP  
Pidana Pokok: 
1. Pidana Penjara 
2. Pidana Tutupan 
3. Pidana Pengawasan 
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4. Pidana Denda dan 
5. Pidana kerja social 

 
Urutan Pidana menentukan berat atau ringannya pidana.  
Ancaman-ancaman pidana dengan lebih dari satu pidana 

pokok di dalam KUHP itu, semuanya bersifat alternatif, hingga 
kepada hakim diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari 
pidana-pidana pokok yang telah diancam bagi sesuatu tindak 
pidana, yang dijatuhkan bagi pelakunya.32 
 
Pidana penjara 

Menurut Sahardjo, tujuan pidana penjara adalah:33 
1. Menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan 

kemerdekaan bergerak 
2. Membimbing terpidana agar bertobat 
3. Mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat 

sosialis di Indonesia yang berguna 
 

Pasal 68 KUHP 
1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk 

waktu tertentu.  
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 

15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 
(satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.  

3. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana 
penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas 
Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) 
tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan 
untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.  

4. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan 
lebih dari 20 (dua puluh) tahun  

 
Ada keberatan terhadap pidana seumur hidup jika 

dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk 
memperbaiki terpidana supaya menjadi anggota masyarakat 

 
32 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 

Deepublish, Yogyakarta, 2015 
33 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 

Deepublish, Yogyakarta, 2015 
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yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima. Pidana 
seumur hidup harus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam 
arti pembalasan terhadap terpidana atau bertujuan 
menyingkirkan terpidana dari masyarakat supaya masyarakat 
aman dari ancaman perbuatan seperti dilakukan terpidana.34 

 
Pasal 69 KUHP 

1. Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup 
telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) 
tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi 
pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan 
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah 
Agung.  

2. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara 
seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah 

 
Pasal 70 KUHP 

1. Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana 
penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan 
keadaan: 
a. Terdakwa adalah Anak; 
b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; 
c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; 
d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; 
e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; 
f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang 

dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; 
g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat 

dari orang lain; 
h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan 

terjadinya tindak pidana tersebut.  
 
 
 
 

 
34 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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Pasal 70 
1. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan 

yang tidak mungkin terulang lagi; 
2. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia 

tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; 
3. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar 

bagi terdakwa atau keluarganya; 
4. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan 

akan berhasil untuk diri terdakwa; 
5. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi 

sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; 
6. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau 
7. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.  

 
Pemberian sebutan yang baru kepada penjara sebagai 

lembaga pemasyarakatan itu erat hubungannya dengan gagasan 
Doktor Sahardjo, untuk menjadikan lembaga-lembaga 
pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata- 
mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk 
membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu 
setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan 
untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga 
pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada 
hukum yang berlaku.35 
 
Pidana Tutupan 

Pidana tutupan selalu dikaitkan dengan peristiwa 3 Juli 
1946. Peristiwa ini terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami 
krisis politik pada masa itu. Indonesia yang baru mem-
proklamasikan kemerdekaannya, dihadapkan dengan Belanda 
yang berusaha kembali masuk ke Indonesia. Pada saat itu 
Indonesia mempunyai 2 (dua) opsi untuk melawan Belanda, yaitu 
dengan cara: berunding atau dengan perlawanan bersenjata. 
Pemerintah pada saat itu memilih opsi yang pertama yaitu 
dengan cara berunding. Keputusan pemerintah untuk memilih 
opsi yang pertama ditentang oleh beberapa kelompok yang pada 
saat itu lebih memilih opsi kedua dengan melakukan perlawanan 
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bersenjata. Kacaunya keadaan Indonesia pada saat itu membuat 
Sutan Sjahrir selaku Kepala Pemerintahan mengundurkan diri. 
Hal tersebut membuat Soekarno selaku Kepala Negara meng-
ambil alih kekuasan di pemerintahan dan menyatakan Indonesia 
dalam keadaan bahaya. Pada akhirnya karena dianggap 
membahayakan, para anggota kelompok yang memilih opsi 
kedua diadili di Pengadilan Militer atau dalam bukunya Wirjono 
Prodjodikoro menyebutnya Mahkamah Tentara Agung. Wirjono 
mengemukakan, sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, 
pernah terjadi satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan yaitu 
putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 
yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan 
sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan 
“Tiga Juli Affaire” dan sejak itu tidak pernah dijatuhkan lagi.36 

Sejak penjatuhan pidana tersebut, selanjutnya para hakim 
di Indonesia tidak pernah sekalipun menjatuhkan pidana 
tutupan, namun pidana ini tetap dipertahankan. Bahkan RUU 
KUHP10 mengatur kembali pidana tutupan sebagai salah satu 
pidana pokok setelah pidana penjara. Dengan memerhatikan 
latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas permasalah-
an pokok mengenai bagaimana kebijakan penentuan pidana 
tutupan dalam RUU KUHP dikaji dari perspektif pemidanaan 
terutama dari tujuan pemidanaan.37 

Di dalam pasal 2 UU no 20 tahun 1946 tentang Hukuman 
Tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, 
karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim 
boleh menjatuhkan hukuman tutupan.38 

Di dalam KUHP pidana tutupan di atur dalam pasal 74: 
Pasal 74 KUHP 
1. Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan 

pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya 
dapat dijatuhi pidana tutupan.  

2. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana 
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karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati 
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut 
sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi 
pidana penjara.  

 
Pidana pengawasan 

Pasal 75 KUHP 
Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi 
pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 
dan Pasal 70.  
 

Pasal 76 KUHP 
1. Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang 
diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.  

2. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, 
berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.  

3. Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa: 
a. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari 

masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau 
sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang 
dilakukan; dan/atau 

b. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan 
kemerdekaan berpolitik.  

 
Pidana denda 

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua 
daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan 
pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, 
termasuk masyarakat primitive pula. Pidana denda dikenal juga 
pada zaman Majapahit. Begitu pula pelbagai masyarakat primitif 
dan tradisional di Indonesia.39 
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Pada jaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap 
delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. 
Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya 
pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. 
Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak 
ada larangan jika denda secara sukarela dibayar oleh orang atas 
nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan menerapkan 
pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, 
artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik 
tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian. Jadi asas 
bahwa dua pidana pokok tidak boleh dijatuhkan secara kumulatif 
telah ditinggalkan.40 

 
Pasal 79 KUHP 

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: 
a. Kategori I, Rp1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah); 
b. Kategori II, Rp10. 000. 000, 00 (sepuluh juta rupiah); 
c. Kategori III, Rp50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah); 
d. Kategori IV, Rp200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah); 
e. Kategori V, Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah); 
f. Kategori VI, Rp2. 000. 000. 000, 00 (dua miliar rupiah); 
g. Kategori VII, Rp5. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah); 

dan 
h. Kategori VIII, Rp50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh miliar 

rupiah).  
(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya 

pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Pidana kerja sosial 

 
Pasal 85 KUHP 

(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang 
melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana 
denda paling banyak kategori II.  

(2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: 
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a. Pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang 
dilakukan; 

b. Kemampuan kerja terdakwa; 
c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan 

dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja 
sosial; 

d. Riwayat sosial terdakwa; 
e. Pelindungan keselamatan kerja terdakwa; 
f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan 
g. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda.  

 
Pidana tambahan 

Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila tercantum 
secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan 
berupa pemenuhan kewajiban adat dan pencabutan hak yang 
diperoleh korporasi dapat dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan 
kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tidak 
pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan 
adalah sama dengan tindak pidananya.41 

 
Pasal 66 KUHP 

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
huruf b terdiri atas: 
a. Pencabutan hak tertentu; 
b. Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; 
c. Pengumuman putusan hakim; 
d. Pembayaran ganti rugi; 
e. Pencabutan izin tertentu; dan 
f. Pemenuhan kewajiban adat setempat 

 
Berdasarkan pasal 66 KUHP tersebut di atas pidana 

tambahan meliputi: 
1. Pencabutan hak tertentu 
2. Perampasan barang -barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
4. Kewajiban membayar ganti rugi.  
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Ciri pidana tambahan yaitu:42 
1. Hanya dijatuhkan disamping pidana pokok (tidak boleh 

dijatuhkan mandiri) 
2. Hanya dijatuhkan apabila di dalam perumusan sesuatu tindak 

pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman (hanya 
diancamkan kepada beberapa pasal) 

3. Sifatnya fakultatif, artinya diserahkan kepada hakim untuk 
menjatuhkan atau tidak.  

 
Pidana khusus 

Pasal 67 KUHP 
Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan 
secara alternatif. 
 
Pidana mati 

Pasal 100 KUHP 
(1) Hakimdapat menjatuhkan pidana mati dengan masa 

percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan 
mempertimbangkan: 
a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk 

memperbaiki diri; 
b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau 
c. Ada alasan yang meringankan.  

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.  

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun 
dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  

(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan 
yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana 
penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah 
mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.  

(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan 
perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk 
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diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah 
Jaksa Agung.  

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi: 
a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih; 
b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum 

khusus; 
c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau 

merugikan masyarakat; atau 
d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau 

perekonomian negara.  
 
Beberapa negara telah mencabut pidana mati seperti Brasil 

tahun 1979, Republik Federasi Jerman tahun 1949, Kolombia 
tahun 1919, Kosta Rika tahun 1882, Denmark tahun 1978, 
Dominika tahun 1972, Honduras tahun 1965, Luksemburg tahun 
1977, Norwegia tahun 1979, Austria tahun 1965, Portugal tahun 
1977, Uruguay tahun 1973, terakhir Perancis juga telah 
menghapusnya, sedangkan Belgia tetap tercantum dalam KUHP, 
tetapi tidak pernah dilaksanakan, mungkin diterapkan jika ada 
perang dunia. Ini disebut abolisi de facto.43 
 
Tindakan 

Pasal 103 KUHP 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan 

pidana pokok berupa: 
a. Konseling; 
b. Rehabilitasi; 
c. Pelatihan kerja; 
d. Perawatan di lembaga; dan/atau 
e. Perbaikan akibat Tindak Pidana.  

(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: 
a. Rehabilitasi; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di lembaga; 
d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau 
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e. Perawatan di rumah sakit jiwa.  
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BAB IV 
Pengertian Pemidanaan 

 
 

A. Pemidanaan 

Kata ‘’pemidanaan" itu sinonim dengan kata "penghukum-
an". Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar 
"hukum" sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum 
atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk 
suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum 
pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Dalam konteks hukum 
pidana penghukuman /pemidanaan berarti penjatuhan pidana 
oleh hakim.44 
1. Penjatuhan Pidana/Sentencing adalah: 
2. Upaya yang sah oleh hakim 
3. Yang dilandasi oleh hukum 
4. Untuk mengenakan nestapa penderitaan 
5. Pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana 
6. Terbukti secara sah dan meyakinkan 
7. Bersalah melakukan suatu tindak pidana.  
 
Dasar-dasar hukuman 
1. Hukum pidana sebagai suatu sanksi yang bersifat istimewa: 

Terkadang dikatakan melanggar HAM a  melakukan 
perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), 
pembatasan  kebebasan bergerak/kemerdekaan orang 
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(pidana kurungan/penjara) dan perampasan terhadap nyawa 
(hukuman mati).  

2. Merupakan Ultimum Remedium (senjata pamungkas, jalan 
terakhir, jalan satu-satunya/tiada jalan lain).  

 
B. Teori-Teori Pemidanaan 

Secara umum alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 
tiga golongan pokok, yaitu:45 
1. Teori absolut /pembalasan 
2. Teori Tujuan 
3. Teori Gabungan 

 
1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (lex talionis) 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena 
orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini 
diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan 
pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, 
seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan 
mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi 
menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah 
pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi 
(Zainal Abidin, 2005: 11) bahwa: Teori absolut memandang 
bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang 
telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 
terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan 
semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan 
yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga 
sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.46  

Menurut Vos, teori pembalasan absolut ini terbagi atas dua 
yaitu pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif:47 
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a. Pembalasan subyektif 
Adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku 

b. Pembalasan obyektif 
Adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh 
pelaku di dunia luar.  

 
Menurut teori pembalasan bahwa pidana tidaklah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena 
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan 
manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus 
berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Disebut 
absolut sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya 
sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat 
suatu pidana ialah pembalasan.48 
a. Hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekwensi 

dilakukannya kejahatan; 
b. Orang yang salah harus dihukum (E. Kant, Hegel, Leo Polak). 

Menurut Leo Polak (Aliran Retributif), Hukuman Harus 
 
Memenuhi 3 Syarat: 

a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika) 
b. Tidak boleh dengan maksud prevensi tp utk represif.  
c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.  

 
Kelemahan teori absolut:49 

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada 
pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhi hukuman mati, 
tetapi harus didasarkan pada pembuktian 

b. Apabila yang menjadi dasar dari teori ini adalah pembalasan, 
maka mengapa hanya negara yang memberikan pidana.  
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2. Teori Tujuan/ Relatif (utilitarian) 
Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar 

bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) 
dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar 
pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya 
penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya 
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak 
berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.  

Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah untuk:50 
a. Menyelenggarakan tertib masyarakat 
b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana 
c. Memperbaiki si penjahat 
d. Membinasakan si penjahat 
e. Mencegah kejahatan.  

 
Dalam mencegah kejahatan (prevensi) ada dua yaitu 

prevensi umum dan prevensi khusus.  
a. Prevensi Umum 

Pencegahan yang ditujukan secara umum kepada 
masyarakat. Sebagai contoh pada masyarakat secara luas 
agar tidak meniru perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan.  

b. Prevensi Khusus: 
1) Ditujukan bagi pelaku sendiri, supaya jera / kapok, tidak 

mengulangi perbuatan/kejahatan serupa; atau kejahatan 
lain.  

2) Deterrence: menakut/nakuti – serupa dengan prevensi 
3) Perlindungan: agar orang lain/masyarakat pada umumnya 

terlindungi, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak 
mengalami kejahatan.  
 
Kelemahan teori ini:51 

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan 
ringan dijatuhi pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti.  

b. Kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si 
penjahat 
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c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap 
residive.  

 
3. Teori Gabungan 

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa 
tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan 
antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) 
sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana 
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh 
pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 
tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada 
ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau 
perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.  

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan 
pandangan: 
a. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan membuat 

masyarakat menjadi aman.  
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.  
c. Dasar setiap pidana ialah penderitaan yang berat dan 

ringannya penderitaan tersebut disesuaikan dengan berat dan 
ringannya kesalahan yang telah dilakukan.  

 
Berdasarkan teori gabungan maka pidana ditujukan untuk: 

a. Pembalasan, membuat pelaku menderita 
b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana 
c. Merehabilitasi Pelaku 
d. Melindungi Masyarakat.  
 
Retributive Justice 

Pemidanaan untuk tujuan pembalasan. Retributive justice, 
cenderung, mencari kesalahan, mengeksekusi dengan 
berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti. Retributive justice 
hukuman merupakan sebuah solusi untuk ‘’membalas’’ orang 
yang bersalah 
 
Restorative Justice 

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah model 
penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan 
terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama 
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Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, 
partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, 
sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu 
harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Tindak pidana 
menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran 
terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, 
dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; 
Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang 
bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan 
prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa 
yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak 
menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative 
Justice tersebut. Restorative Justice merupakan pilihan dalam 
mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara 
tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna 
memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.  

Secara singkat restorative justice adalah: 
a. Keadilan yang merestorasi 
b. Pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula; 
c. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang 

bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.  
 
Pidana/Hukuman 

Adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat 
perbuatan itu.  

Di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi 
“tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel).  

Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana 
yang dapat diterapkan seperti yang tercantum pada pasal 64, 65 
dan 66 KUHP.  

 
Tujuan Pemidanaan 

Pasal 51 KUHP Pemidanaan bertujuan: 
a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pelindungan dan pengayoman 
masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan 
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berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak 

Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa 
aman dan damai dalam masyarakat; dan 

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa 
bersalah pada terpidana.  

 
Pasal 52 KUHP 

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat 
manusia.  
 
Pedoman Pemidanaan 

Pasal 53 KUHP 
(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib 

menegakkan hukum dan keadilan.  
(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara 
kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan 
keadilan.  

(3) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan 
pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak 
menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan 
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.  

 
Pasal 55 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan 
dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan 
pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan 
terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana 
tersebut.  
Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya 
keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah 
bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu 
keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari 
pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar dan alasan 
pemaaf.  
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Pasal 72 KUHP 
(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per 

tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 
2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) 
Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.  

(2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara 
berturut- turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) 
pidana.  

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan 
syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.  

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama 
dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani 
ditambah dengan 1 (satu) tahun.  

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain 
tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa 
percobaan 

 
Pasal 73 KUHP 

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas: 
a. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan 

Tindak Pidana; dan 
b. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi 
kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali 
ditentukan lain oleh hakim.  

(2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang 
semata- mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana 

(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.  

(4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) Bulan 
terhitung sejak saat habisnya masa percobaan, kecuali dalam 
waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak habisnya masa 
percobaan, narapidana dituntut karena melakukan Tindak 
Pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.  
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(5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat 
dicabut.  
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BAB V 
Pertanggungjawaban Pidana 

 
 

A. Pengertian 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada 
pemidanaan seseorang jika telah melakukan tidak pidana dan 
memenuhi unsur- unsurnya. Pertanggungjawaban pidana adalah 
pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang 
dilakukannya. Menurut Chairul Huda, yang dipertanggungjawab-
kan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.52 

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, 
apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti 
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana 
yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti 
melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi 
pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, 
tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga 
dari unsur kesalahannya.  

Masalah pertanggung jawaban disebut doktrin mens rea ini 
disebut sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktik bahkan 
ditambahkan orang bahwa pertanggung jawab pidana menjadi 
lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi 
memaafkan tersebut.53 

 

 
52 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
53 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 

Deepublish, Yogyakarta, 2015 
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Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut 
juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility.  

Pertanggungjawaban pidana suatu bentuk yang 
menentukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan. 
Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah 
suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 
tiga macam kemampuan untuk: 
1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; 
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau 

dilarang oleh masyarakat, dan 
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Menurut 

Roeslan Saleh: 
 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan 
pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat 
dipidana karena perbuatannya itu.  

Teori-Teori Pertanggung Jawaban Pidana 
1. Vicarious Liability,  
2. Identification Theory,  
3. Strict Liability, Dan 
4. Realistic Theory 
 
Vicarious Liability Theory 

Pertanggungjabawan pidana yang dibebankan kepada 
sesorang atas perbuatan orang lain. Vicarious liability (tanggung 
jawab pengganti) merupakan prinsip yang mengajarkan adanya 
suatu tanggung jawab dari atasan terhadap tindakan-tindakan 
melawan hukum yang dilakukan bawahannya.  

Syarat: 
1. Adanya hubungan kerja 
2. Perbuatan tersebut dalam lingkup pekerjaanya 
 
Identification Theory 

Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan 
oleh “pejabat senior (senior officer) diidentifikasi sebagai 
kejahatan korporasi. Siapakah yang dimaksud dengan seorang 
senior officer yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 
termasuk di dalamnya adalah dewan direktur, direktur pelaksana, 
pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi 
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manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.  
Konsep pejabat senior tidak mencakup semua pegawai 

perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat 
tinggi perusahaan 
 
Strict Liability 
1. Strict liability (Doktrin pertanggungjawaban pidana yang 

ketat); 
2. Pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan 

undang-undang, dalam hal ini tidak perlu melihat adanya 
kesalahan dalam pertanggung jawaban (yang penting unsur- 
unsur tindak pidana sudah dipenuhi, korporasi sebagai pelaku 
sudah dapat dituntut).  

3. Doktrin ini dipergunakan dalam kasus-kasus pelanggaran izin, 
pemalsuan makanan atau obat-obatan, lingkungan hidup 

 
Konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak ini 

berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang 
mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem 
tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan 
dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan 
perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau 
menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka kedaan 
ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, 
tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, 
namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan 
pencemaran.  
 
Realistic (Organic) Theory 

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan 
menggunakan pendekatan yang realistik: korporasi adalah 
korporasi itu sendiri, bukan kumpulan individu-individu yang 
ada di dalamnya (they are “living” system in themselves). 
Berdasarkan teori ini sebuah korporasi dipertanggungjawabkan 
bila perbuatan tersebut dianggap telah terjadi dalam 
tanggungjawab korporasi, jika satu atau lebih hal terkait yang 
terjadi: 
1. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan 

dikaitkan dengan korporasi. Hal ini dilihat dari apa yang 
dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk korporasi 
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(karyawan kontrak atau menjadi karyawan karena hal lain) 
2. tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi 

terkait bisnisnya 
3. tindakan tersebut berhubungan dengan manegemen 

korporasi (AD/ART korporasi) 
4. korporasi seharusnya dapat mengontrol dilakukan atau tidak 

dilakukan perbuatan tersebut dan dilihat pula apakah 
perbuatan tersebut berhubungan dengan hal yang telah 
terjadi.  

 
B. Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam hukum pidana ada tiga hal yang sangat penting, 
yaitu: 
1. Tindak pidana; 
2. Pertanggungjawaban pidana; 
3. Sanksi pidana.  

 
Ketiga hal ini disebut dengan "Trias dalam Hukum 

Pidana."54 
Pasal 36 Ayat (1) KUHP 

“Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena 
kealpaan.” 

 
Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa 

kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa 
kesengajaan dan kealpaan.  

 
Pasal 36 Ayat (2) KUHP 

“Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang 
dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang 
dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. ” 

 
Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan menggunakan istilah 1. “dengan 
maksud”,  
 

 
54 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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1. “mengetahui”,  
2. “yang diketahuinya”,  
3. “padahal diketahuinya”, atau 
4. “sedangkan ia mengetahui”.  

 
Pasal 37 KUHP 

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang 
dapat: 
1. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur 

Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau 
2. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang 

dilakukan oleh orang lain.  
 

Pasal 38 KUHP 
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana 

menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual 
dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.  

 
Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak 

mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli 
sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai 
tidak mampu bertanggung jawab.  

Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah 
terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 
1. Psikososial di antaranya 

a. Skizofrenia 
b. Bipolar,  
c. Depresi,  
d. Anxietas, dan 
e. Gangguan kepribadian; 

2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.  

Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah 
terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah 
ratarata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down 
syndrome.  

Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental 
dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk 
menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang 
dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat 
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dipidana.  
 

Pasal 39 KUHP 
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana 
menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi 
akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas 
intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, 
tetapi dapat dikenai tindakan.  
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BAB VI 
Kesalahan 

 
 

A. Pengertian Kesalahan 

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan 
dalam arti luas (terdapat kelalaian dan kesengajaan) dan 
kesalahan dalam arti sempit (hanya berupa kesengajaan). Apabila 
seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu 
tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan 
tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa 
pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung-
jawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu 
tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu 
hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu 
itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan 
akibat itu akan terjadi.55 

Kesalahan merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku 
tindak pidana (mens rea).  

Beberapa pengertian kesalahan: 
1. Jan Remmelink 

Jan Remmelink berpendapat bahwa ada empat arti sculd 
(kesalahan) yaitu sebagai berikut:56 
a. Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan tindak 

pidana (unsur tindak pidana). Dalam hal ini adalah 

 
55 https://lontar. ui. ac. id/file?file=digital/135828-T%2027989-Analisa%20 

ekonomi-Tinjauan%20literatur. pdf 
56 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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kumpulan nama generik yang mencakup dolus dan culpa 
b. Kesalahan dalam arti ketercelaan. Ketercelaan di sini 

adalah merupakan cerminan pandangan atau penilaian 
masyarakat hukum terhadap seberapa jauh peristiwa yang 
dikonstatasi sebenarnya dapat dihindari. Seperti dikatakan 
Bemmelen, arti kedua dari kesalahan ini muncul bilamana 
hakim memutuskan AVAS (afwazigheid van alle sculd/tiada 
kesalahan sama sekali) 

c. Kesalahan sebagai rumusan tindak pidana yang khusus 
merujuk pada culpa (kealpaan/kelalaian) 

d. Kesalahan di sini juga sebagaimana pendapat Bemmelen, 
yakni dalam arti ‘’telah melakukan’’ (schuldig). Kata – kata 
schuldig ini terdapat baik dalam Wvs maupun dalam W. v. 
sv (KUHAP) Belanda, misalnya di pasal 2 Wvs.  

2. Chairul Huda 
Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, 
karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya ia dapat 
berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.  

3. Simons 
Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada 
seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya 
hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 
dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela 
karena melakukan perbuatan tadi.  

4. Van Bemmelen 
Berpendapat bahwa ada empat arti kesalahan:57 
a. Kesalahan yang dimuat dalam rumusan delik, jadi 

kesalahan sebagai bestanddelen (bagian inti delik). 
Kesalahan di sini dalam arti yang sempit yaitu hanya 
culpa/kealpaan/kelalaian.  

b. Kesalahan diartikan sebagai ‘’dapat disesalkan’’ di sini 
dikaitkan dengan konteks tidak ada ‘’kesalahan sama 
sekali’’ atau disebut AVAS (afwazigheid van alle sculd). Yang 
dimaksud kesalahan di sini adalah ‘’dapat disesalkan’’. Ini 
merupakan elemen / unsur (tidak tertulis dalam rumusan/ 
uraian delik).  

c. Kesalahan dalam arti kumpulan dari dolus (sengaja) dan 
culpa (kealpaan/kelalaian).  

 
57 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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d. Kesalahan dala arti telah ‘’melakukan’’. Hal ini dapat 
ditemukan dalam pasal 2-7 Wvs (KUHP), khususnya jika 
kita melihat dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda. Di 
pasal-pasal itu kita temukan kata schuling (yang diartikan 
dengan ‘’telah melakukan’’), misalnya pasal 2 ‘’aturan 
pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi 
setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam 
Indonesia. Dalam Wvs Belanda (dan juga Wvs Hindia 
Belanda), kata-kata ‘’melakukan perbuatan’’ itu tertulis 
schuling. Kata schuling inii juga ada di pasal 3-7. Selain itu 
juga pada pasal 189 Wvs (KUHP) Belanda (atau pasal 221 
KUHP Indonesia).  

 
B. Asas penting Kesalahan 

Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) 
Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang 

melawan hukum; namun tanpa adanya kesalahan maka dia tidak 
dapat dipidana (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009) 

Unsur-Unsur Kesalahan: 
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku; 
2. Adanya hubungan sikap batin pelaku dengan kelakuannya 

(Perbuatanya): dolus / culpa; 
3. Tidak adanya alasan yang Pemaaf  

 
Orang tidak mampu bertanggungjawab: 

1. Apabila seseorang tidak bebas dalam menentukan 
kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.  

2. Apabila seseorang keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, 
hingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan 
itu merupakan perbuatan terlarang, dan juga tidak dapat 
menginsyafi akibat daripada perbuatannya itu.  

 
Menurut Van Hamel ada 3 syarat kemampuan bertanggung 

jawab 
1. Memahami arah tujuan dari perbuatannya 
2. Sadar bahwa perbuatannya dilarang secara sosial/masyarakat 
3. Orang tersebut dpt menentukan secara bebas perbuatannya  
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Simons: ada 2 syarat kemampuan bertanggungjawab 
1. Keadaan jiwa sesorang sedemikian rupa hingga ia dapat 

menginsyafi bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang 
terlarang.  

2. Orang tsb hrs dpt menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya.  

 
R. Saleh: ada 3 syarat kemampuan brtangg jawab 

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada 
perbuatnnya 

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatanya itu tidak dapat 
dipandang patut dalam pergaulan masyarakat 

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam 
melakukan perbuatan 

 
Ada 4 pengertian kesalahan (Utrecht): 

1. Kesalahan sebagai unsur delik; 
Dalam arti kumpulan (nama generik) yang mencakup dolus 
dan culpa.  

2. Kesalahan dalam arti pertanggungjawaban pidana: 
Ketercelaan (verwijtbaarheid) seseorang atas perbuatan 
melawan hukum yang telah dilakukannya.  

3. Kesalahan dalam arti bentuk khusus, yang hanya berupa culpa.  
4. Kesalahan yang digunakan dalam rumusan delik untuk 

menetapkan bahwa pidana dapat diancamkan pada pelaku 
yang bersalah karena telah melakukan tindakan tertentu; 
misal: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang lain dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan 

 
C. Kesalahan Sebagai Unsur Delik  

Pengertian Dolus/ opzet/ sengaja 
Ada beberapa istilah dalam bahasa asing untuk menyebut 

sengaja, antara lain dolus (Latin), opzet (Belanda), intention/ 
purposely (Inggris), intentio (Italia), dan lainnya.58 

Opzet ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan 
perbuatan, ada bayangan yang terang bahwa akibat yang 
bersangkutan akan tercapai, maka dari itu ia menyesuaikan 

 
58 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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perbuatannya dengan akibat itu.  
Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum 

dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja tersebut telah menibulkan konsekuensi tertentu 
terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, 
meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik 
atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van 
Hattum telah mengemukakan adagium “tiada hukuman tanpa 
kesalahan” dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium 
tersebut dalam bidnag perdata dengan mengemukakan tiada 
pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada perbuatannya 
yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana 
dikemukakan oleh Meyers bahwa perbuatan melawan hukum 
mengharuskan adanya kesalahan (een onrechtmatige daad 
verlangt schuld).59 Namun bukan berarti dalam KUHP ataupun 
undang-undang lainnya, unsur sengaja itu hanya diwakili oleh 
istilah ‘’sengaja’’ 

Ada istilah-istilah lainnya yang dapat diartikan 
mengandung unsur sengaja, seperti:60 
1. ‘’Dengan niat’’ 
2. “Dengan maksud” 
3. ‘’Yang diketahui bahwa’’ 
4. ‘’menghasut’’ 
5. ‘’Dengan paksaan memasuki ruangan’’ 
6. ‘’Membujuk rayu’’ 
7. ‘’Membuat mabuk’’  

 
Bentuk-Bentuk Kesengajaan 

1. Kesengajaan sebagai maksud.  
Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan.  

2. Kesengajaan sebagai kepastian 
Kesengajaan yang menimbulkan dua akibat.  

3. Kesengajaan kemungkinan.  
Kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi 
namun suatu kemungkinan.  

 

 
59 https://lontar. ui. ac. id/file?file=digital/135828-T%2027989-

Analisa%20ekonomi-Tinjauan%20literatur. pdf 
60 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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4. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat) 
Seseorang yang melakukan perbuatan namun tidak 
menghendaki akibatnya.  

5. Kesengajaan berwarna 
Seseorang melakukan perbuatan harus mengetahui terlebih 
dahulu bawa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan 
pidana yang dilarang oleh UU.  

6. Kesengajaan tidak berwarna 
Seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki 
namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang 
dikehendaki merupakan perbuatan pidana atau tidak.  

7. Kesengajaan Diobyektifkan 
Cara utk memastikan adanya kesengajaan.  

8. Dolus Directus 
Kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan dan akibat 
dari perbuatan tersebut.  

9. Dolus Indirectus 
Kesengajaan utk melakukan perbuatan yang dilarang tetapi 
akibat yang timbul tidak dkendaki.  

10. Dolus Determinatus 
Suatu kesengajaan harus didasarkan pada obyek tertentu.  

11. Dolus Indeterminatus 
Kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang.  

12. Dolus Alternativus 
Kesengajaan utk melakukan suatu perbuatan yang dilarang 
dan menghendaki akibat yang satu atau yang lain.  

13. Dolus Generalis.  
Kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun 
tindakan yang dilakukan lebih dari satu utk mencapai tujuan 
tersebut.  

14. Dolus Repentinus 
Kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba2.  

15. Dolus Premeditatus 
Kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih 
dahulu.  

16. Dolus Antecedens 
Kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum 
tindakan dilakukan.  

17. Dolus Subsequens.  
Kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi.  
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18. Dolus Malus 
Kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat.  

 
Pengertian Culpa 

Culpa disebut dengan negligent dalam bahasa Inggris, 
nalatigheid (Belanda), diartikan sebagai sembrono atau teledor. 
Istilah-istilah yang digunakan dalam rumusan: 
1. Kelalaian 
2. Kealpaan 
3. Kesalahan 
4. Seharusnya diketahuinya 
5. Sepatutnya diketahuinya 

 
Kealpaan di satu pihak berlawanan benar-benar dengan 

kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan.  
Culpa pada dasarnya adalah sebuah kesalahan yang tidak 

disengaja, sehingga tingkatannya berada di bawah dolus 
(Kesalahan yang disengaja). Meskipun culpa tersebut berakibat 
celakanya seseorang tetapi akibat tersebut tidak diinginkan oleh 
pelaku sebagaimana pada dolus yang mana akibat dari perbuatan 
merupak perwujudan kehendak dari pelaku.61 

Adapun syarat agar sebuah perbuatan memenuhi 
kualifikasi sebagai culpa oleh beberapa ahli disebutkan secara 
berbeda namun tetap memiliki maksud yang kurang lebih sama, 
misalnya Pompe menyebutkan bahwa; pelaku dapat mem-
perkirakan timbulnya akibat; pelaku mengetahui adanya 
kemungkinan dan pelaku dapat mengetahui adanya 
kemungkinan.62 

Pada culpa, unsur menghendaki selalu tidak ada; 
sedangkan unsur mengetahui sering tidak ada.  
 
Jenis Culpa 
1. Culpa Levis 

Adalah kelalaian yang sifatnya kecil atau ringan, apabila tolok 
ukurnya adalah upaya dan kehati-hatian yang luar biasa.  

 
 

 
61 https://lawnesia. com/pengertian-culpa/ 
62 Ibid. 
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2. Culpa Lata 
Merupakan kelalaian yang berat.  

3. Culpa yang disadari (bewuste culpa): 
Apabila pelaku sudah membayangkan kemungkinan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang, dan karena itu ia juga 
sudah berupaya agar tidak timbul akibat tersebut.  

4. Culpa yang tidak disadari (onbewuste culpa): 
Pelaku sama sekali tidak pernah membayangkan 
kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang; tetapi ternyata 
terjadi akibat. Yang dapat dipidana adalah Culpa Lata, culpa 
disadari maupun tidak disadari 

 
Syarat adanya kealpaan: Hazewinkel-Suringa: 

1. Kekurangan menduga-duga; 
2. Kekurangan berhati-hati 

 
Van Hamel: 

1. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan hukum; 
2. Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan hukum  

 
Simons: pada umumnya kealpaan mempunyai 2 unsur: 

1. Tidak berhati-hati; 
2. Dapat diduganya akibat.  

 
Untuk menentukan ada atau tidaknya culpa pada 

seseorang, maka harus digunakan tolok ukur yang normal (upaya 
dan kehati- hatian dari orang yang sama kemampuan dan 
kecerdasannya dengan pelaku).  

Penjelasan tentang culpa juga dapat dicermati pada 
Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman 
Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, 
dimana dalam rancangan undang – undang tersebut diuraikan 
penjelasan tentang kealpaan, yaitu sebagai berikut:63 
1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan; 
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan; dan 
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.  

 
 

 
63 https://lawnesia. com/pengertian-culpa/ 
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Apabila pada situasi dan kondisi yang sama dengan pelaku, 
orang yang sama kemampuan dan kecerdasannya dengan pelaku 
pada umumnya tidak melakukan perbuatan seperti yang 
dilakukan oleh pelaku; berarti pelaku culpa telah melakukan 
culpa lata (Kelalaian yang besar/berat) 

Dalam kepustakaan hukum pidana sering dikatakan bahwa 
kealpaan adalah kebalikan daripada kesengajaan di mana 
kesengajaan ditujukan untuk perbuatan dengan menghendaki 
akibat/hasil perbuatan, sedangkan dalam kealpaan justru orang 
berbuat tidak menghendaki akibat / hasil perbuatan itu.64 

Contoh pasal Culpa 
1. Pasal 207 KUHP: karena kealpaannya menyebabkan isi, 

bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian 
diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya 

2. Pasal 313: karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya 
kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya 
umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau 
mengakibatkan matinya orang dipidan 

3. Pasal 478 ayat (2) KUHP: karena kealpaannya menyebabkan 
luka berat.  

4. Pasal. 478 ayat (3): karena kealpaannya menyebabkan orang 
meninggal dunia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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BAB VII 
Melawan Hukum 

 
 

A. Pengertian 

Melawan hukum merupakan ciri khas perbuatan yang 
diancam pidana. Harus bisa membedakan elemen melawan 
hukum, pengertian dan sifat melawan hukum. Melawan hukum 
bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian 

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini 
merupakan adanya perbuatan atau tindakan dari pihak tergugat 
yang melawan hukum berlaku dan perbuatan hukum ini dalam 
menentukan suatu perbuatan dapat dikuantifisir sebagai 
melawan hukum dengan dibutuhkan empat kriteria, dan empat 
kriteria tersebut adalah:65 

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 
Bertentangan dengan hak subyektif orang lain 
Bertentangan dengan kesusilaan 
Demikian pula berdasarkan perkembangan pengertian 

bersifat melawan hukum tersebut maka Hoffmen menerangkan 
bahwa untuk adanya suatu perbuatan bersifat melawan hukum 
harus dipenuhi empat unsur, yaitu:66 
1. Er moet een daad Zijn verricht, hal ini berkaitan dengan 

pengertian “daad” baik dalam hukum perdata maupun dalam 
hukum pidana yang tidak saja berarti perbuatan positif 

 
65 https://bizlaw. co. id/perbuatan-melawan-hukum/ 
66 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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(melakukan sesuatu), tetapi juga tidak melakukan sesuatu.  
2. Die daad moet onrechtig zijn; ada dua pendapat yang saling 

bertentangan mengenai hal ini. Pendapat pertama yang 
berpandangan sempit menyatakan bahwa perbuatan bersifat 
melawan hukum tersebut adalah perbuatan yang bertentang-
an dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan 
kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi 
melanggar hukum tersebut adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan undang-undang. Hal ini juga bermakna 
bahwa walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan 
moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut 
pergaulan masyarakat adalah tidak patut bukan merupakan 
perbuatan yang melawan hukum, sepanjang perbuatan 
tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. 
Pendapat kedua yang berpandangan luas yang menyatakan 
bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bila 
melakukan perbuatan yang tidak patut menurut pergaulan 
hidup dalam masyarakat kepada orang lain. Selanjutnya yang 
dinmaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak 
subyektif seseorang, dapat dibedakan antara hak-hak 
subyektif menurut hukum perdata, dan hak-hak subyektif 
menurut hukum pidana. Hak-hak subyektif dalam hukum 
perdata lebih banyak berkisar pada dunia kebendaan, 
sementara itu dalam lapangan hukum public hak-hak 
subyektif tersebut lebih ditujukan agar organ- organ yang 
bertindak atas nama negara menyelenggarakan kekuasaan ini 
akan menjauhkan dari tindakan-tindakan yang melewati batas 
kekuasaan terhadap rakyat.  

3. De daad moet aan een ander shade heb ben toegebracht; 
tentang bertentangan dengan kesusilaan. Terkait dengan hal 
ini perlu diperhatikan pendapat dari Rutten yang melihat 
bahwa kesusilaan yang baik sebagai pengertian hukum harus 
diartikan sebagai norma-norma moral, sejauh mana norma-
norma itu oleh kehidupan masyarakat dianggap sebagai 
norma hukum. Hal ini dilanjutkan oleh Wolfsbergen dengan 
menyatakan bahwa makna yang sesungguhnya dari kesusilaan 
harus dihubungkan dengan kecermatan yang patut.  
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4. De daad moet aan schuld zibj te wijten, yang menunjukkan 
makna: 
a. Harus ada yang melakukan perbuatan 
b. Perbuatan itu harus melawan hukum 
c. Perbuatan tersebut harus merugikan orang lain 
d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan 

padanya.  
Sedangkan Van Hamel dan Simons mengatakan: 
a. Hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis 
b. Melawan hak seseorang 
c. Tanpa kekuasaan/kewenangan 
d. Hukum tidak tertulis (living law) 
Menurut Van Hamel, penggunaan istilah wederrechtelijk 
(melawan hukum) lebih tepat dibandingkan istilah 
onrechmatig (bertentangan dengan hukum) karena istilah 
wederrechtelijk itu cocok dipergunakan sebagai kata 
keterangan bagi tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman, karena telah ditujukan untuk mengancam 
atau menyerang kepentingan-kepentingan hukum, baik yang 
bersifat umum maupun bersifat khusus. Oleh karena itu 
menurutnya penggunaan istilah wederrechtelijk mempunyai 
dasar yang kuat baik menurut tata bahasa maupun secara 
logis.67 

 
B. Elemen Melawan Hukum 

Terdapat dua ajaran sifat melawab hukum yakni:68 
1. Ajaran sifat melawan hukum yang formil 
2. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil 

 
Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formiel 

adalah suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila 
persesuaian dengan rumusan delik dan sesuatu pengecualian 
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa itu hanyalah karena 
ditentukan tertulis dalam undang-undang (KUHP). Melawan 
hukum diartikan melawan undang-undang, oleh karena itu 
pandangan ini disebut sifat melawan hukum formel. Sedangkan, 
tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu 

 
67 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
68 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat 
dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. 
Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang 
maupun hukum di luar undang-undang, oleh karena itu 
pandangan ini disebut sifat melawan hukum materiel.  
 
1. Pandangan formil (Pompe): 

a. Elemen melawan hukum bukanlah unsur mutlak 
b. Melawan hukum merupakan unsur tapi jika disebut tegas 

dalam rumusan delik.  
2. Pandangan materiil (vos & moeljatno): Unsur mutlak dari 

setiap perbuatan pidana.  
3. Pandangan tengah (hazewinkel suringa) 
4. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan 

dalam rumusan delik jika tidak melawan hukum hanya 
merupakan tanda dari suatu delik.  
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BAB VIII 
Penggolongan Delik 

 
 

A. Penggolongan Delik 

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang tidakannya tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban di 
pengadilan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dihukum.69 

Delik digolongkan menjadi: 
1. Delik materiil dan delik formil 

Delik formil merupakan delik dimana penekanan terletak 
pada larangan suatu tindakan. Sedangkan delik materiil 
adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; 
dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan 
tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja.  

2. Delik komisi dan delik omisi 
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan, sedangkan delik omisi adalah delik berupa 
pelanggaran terhadap suatu perintah.  

3. Delik dolus dan delik culpa 
Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur 
kesengajaan, Adapun delik culpa adalah delik yang 
mengandung unsur kealpaan.  

 
69 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi, Kencana, 

Jakarta, 2017 
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4. Delik biasa dan delik aduan 
Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari 
oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan 
berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 
a. Delik aduan mutlak (absolute). Delik aduan mutlak 

merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila 
ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari 
satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan 
sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan 
selanjutnya dilakukan penuntutan).  

b. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik 
biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki 
hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya 
didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan 
dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat 
memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya 
akan dilakukan penuntutan).70 

5. Delik Berdiri Sendiri 
Adalah delik yang terdiri atas satu delik yang berdiri sendiri, 
untuk pemidanaannya tidak perlu menggunakan ketentuan 
tentang gabungan tindak pidana; tinggal melihat berapa 
ancaman pidana dari Pasal yang dilanggar.  

6. Delik Selesai 
Adalah delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan 
tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang 
singkat, missal Pasal 476, Pasal 458 KUHP 

Pasal 476 KUHP 
Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian 
atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.  

Pasal 458 KUHP 
(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana 

karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.  

 

 
70 I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, 2016 
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(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atauanaknya, 
pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).  

(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh 
suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pelaksanaan-nya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap 
tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang 
yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

7. Delik berlanjut 
Adalah delik yang terdiri atas dua atau lebih delik, yang 
karena kaitannya yang erat mengakibatkan dikenakan satu 
sanksi kepada terdakwa, untuk pemidanaannya 
menggunakan ketentuan tentang gabungan tindak pidana, 
yaitu Pasal 126 KUHP.  

Pasal 126 KUHP 
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang 

saling berhubungan sehingga dipandang sebagai 
perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancarnan 
pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.  

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) diancam dengan pidana yang berbeda, 
hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.  

8. Delik yang diteruskan 
Adalah satu atau beberapa perbuatan yang melangsungkan 
suatu keadaan yang dilarang, misal Pasal 450 KUHP 

Pasal 450 KUHP 
Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud 
untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum 
di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau 
untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak 
berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun.  

9. Delik Tunggal 
Adalah delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku 
maka yang bersangkutan cukup melakukan perbuatan 
tersebut sebanyak satu kali, hal ini terdapat dalam Pasal 458, 
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476 KUHP 
Pasal 458 KUHP 

(1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana 
karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun.  

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, 
pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (3) 
Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh 
suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap 
tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang 
yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

Pasal 476 KUHP 
Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian 
atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori V.  

10. Delik Berangkai 
Adalah delik di mana untuk dapat dipidananya si pelaku 
maka yang bersangkutan harus melakukan perbuatan 
tersebut beberapa kali (berulang-ulang, berturut-turut), 
karena harus dilakukan berulang-ulang bisa berupa 
pencaharian atau kebiasaan (sebagai unsur yang 
menentukan untuk dipidananya pelaku), misal Pasal 592 

Pasal 592 KUHP 
(1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk 

membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, 
menyimpan, atau menyembunyikan benda yang 
diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori V.  

(1) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata 
pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
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pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 
huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.  

11. Delik Sederhana 
Delik yang dalam perumusannya mencantumkan unsur-
unsur pokok yang menentukan pemidanaannya, Pasal 476 
KUHP 

12. Delik Berkualifikasi 
Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang 
memperberat pemidanaan, misal Pasal 477 KUHP.  

Pasal 477 KUHP 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, 
Setiap Orang yang melakukan: 
a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; 
b. Pencurian benda purbakala; 
c. Pencurian Ternak atau Barang yang merupakan 

sumber mata pencaharian atau sumber nafkah 
utama seseorang; 

d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, 
bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, 
kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, 
kecelakaan lalu lintas jalan,  

e. huru-hara, pemberontakan, atau Perang; 
f. Pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau 

dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang adanya di situ 
tidakdiketahui atau tidak dikehendali oleh yang 
berhak; 

g. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, 
memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak 
Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau 
memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke 
tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada 
Barang yang diambil; atau 

h. Pencurian secara bersama-sarna dan bersekutu.  
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  
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13. Delik Berprevilege 
Delik pokok yang ditambah dengan unsur yang meringan 
pemidanaan, misal Pasal 478 KUHP.  

Pasal 478 KUHP 
Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 
dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari 
Rp500. 000, 00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena 
pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak 
kategori II.  

14. Delik Politik 
Adalah delik yang mengandung unsur politik, misal Pasal 
191 KUHP.  

Pasal 191KUHP 
Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud 
membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ 
atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau 
Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

15. Delik Propia 
Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu 
(subjeknya adalah orang-orang tertentu), misal Pasal 308, 
Pasal 346, Pasal 460 KUHP 

Pasal 308 KUHP 
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir 
sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang 
atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 9 (sembilan) tahun.  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan Luka Berat orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.  

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  
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Pasal 346 KUHP 
(1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam 

pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau 
jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.  

(2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh 
manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk 
tujuan kemanusiaan.  

Pasal 460 KUHP 
(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat 

atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut 
kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana 
karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.  

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  

(3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud pada: 
a. Ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan 

Pasal 458 ayat (1); atau 
b. Ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan 

16. Delik Komuna (Umum/Bukan Delik Politik) 
Delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang tidak 
mengandung unsur politik, misal pembunuhan orang biasa 
(Pasal 458, Pencurian mobil Pasal 476) 

 
B. Penyertaan (Deelneming) 

Dikatakan ada suatu penyertaan jika dalam suatu peristiwa 
tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari 
pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut 
dalam peristiwa itu.  

Deelneming adalah penyertaan dalam suatu delik yang 
dilakukan lebih dari satu orang, ada yang pertanggungjawaban 
tiap peserta dihargai sendiri-sendiri, ada pula pertanggung-
jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan 
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peserta yang lain.71 
Penyertaan (Deelneming) Dalam KUHP 
Penyertaan diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. 

Penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu: 
Pasal 20 KUHP sebagai pembuat (mededader) dan pasal 21 

KUHP sebagai pembantu (Medeplichtige) 
 

Pasal 20 KUHP 
Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika: 

1. Melakukan sendiri Tindak Pidana; 
2. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau 

menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan; 

3. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau 
4. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak 

 
Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan 
Kekerasan, menggunakan Ancaman 

Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana, atau keterangan.  

 
Pasal 21 KUHP 

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika 
dengan sengaja: 
a. Memberi kesempatan, sar€rna, atau keterangan untuk 

melakukan Tindak Pidana; atau 
b. Memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang 
hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 
II.  

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling 
banyak 213 (dua per tiga) dari maksimum ancarnan pidana 
pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.  

 
 

 
71 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi, Kencana, 

Jakarta, 2017 
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(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun.  

(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak 
Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana 
yang bersangkutan.  

 
1. Pembuat/Dader 

Pada delik formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap 
telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah 
pelakunya melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-
undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan 
sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan 
siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader, memang 
tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya 
telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan 
yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Lain halnya 
apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang 
sebagai seorang dader pada delik-delik material, oleh karena 
untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai 
dader, sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah 
suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari 
suatu akibat yang timbul ataupun tidak.72 

Pembuat/Dader berdasarkan Pasal 20 KUHP tersebut 
diatas terdiri dari: 
a. Pelaku (pleger) 
b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) 
c. Yang turut serta (medepleger) 
d. Penganjur/penggerak (uitlokker) 

 
Pembantu/Medeplichtige (Pasal 21) yang terdiri dari: 

a. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.  
b. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; 

 
Di dalam pasal 20 KUHP, no. a s. d. d dikatagorikan sebagai 

“pelaku” (pembuat): 
a. Pelaku: memenuhi semua unsur delik.  

 
72 https://www. situshukum. com/2021/03/penyertaan-deelneming. html 

http://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html
http://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html
http://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html
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b. Dianggap sebagai sebagai pelaku.  
c. Memenuhi sebagian unsur delik 
d. Sama sekali tidak memenuhi unsur delik.  
e. Pidananya sama dengan pelaku 

 
Pelaku (Pleger) Kriterianya: 
a. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri (tunggal), tidak 

ada keterlibatan orang lain baik baik secara fisik maupun 
psikis 

b. Orang tersebut melakukan perbuatan yang telah memenuhi 
unsur tindak pidana yang dirumuskan dan dipandang paling 
bertanggung jawab atas kejahatan.  

 
2. Melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan Alat atau 

Orang yang menyuruh lakukan (Doenpleger) 
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan 

Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain, 
sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan 
demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus 
ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus 
domina/auctor intellectualis).  
 
Perantaraan Alat 

Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya remote 
control yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan 
Tindak Pidana.  

Unsur-unsur pada Menyuruh melakukan: 
a. Alat yang dipakai adalah manusia; 
b. Alat yang dipakai yang berbuat; 
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan 

 
Hal-hal yang menyebabkan alat (orang yang disuruh/ 

pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan antara 
lain: 
a. Bila ia belum berusia 12 tahun (Pasal 40 KUHP); 
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 42 KUHP); 
c. Pada diri pembuat materil tidak terdpt kesalahan, baik berupa 

kesengajaan atau kelalaian 
d. Bila ia berbuat karena perintah jabatan tanpa wewenang 

(Pasal 44 KUP); 
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3. Orang yang turut serta (Medepleger) 
Medepleger menurut M. v. t adalah orang yang dengan 

sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya 
sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak 
pidana adalah sama.  

Syarat adanya turut serta (medepleger) 
a. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara 

sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang 
dilarang undang-undang 

b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan 
selesainya delik ybs. Namun tidak perlu semua peserta 
memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai 
unsur tindak pidana.  
 

4. Penganjur (Uitlokker) (Pasal 20 angka D).  
Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain 

untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana- sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara 
limitative 

Sarana-sarana yaitu: 
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu 
b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 
c. Melakukan kekerasan 
d. Ancaman kekerasan 
e. Penyesatan 
f. Dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan 

 
Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya 

melakukan Tindak Pidana”, termasuk: 
a. Membujuk,  
b. Menganjurkan,  
c. Memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.  

 
Syarat penganjuran yang dapat dipidana: 

a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain; 
b. Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif 

dalam KUHP; 
c. Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena 

upaya-upaya tersebut; 
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d. Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak 
pidana yang dianjurkan; 

e. Pembuat materiel dpt di pertanggungjawabkan 
 
Penganjuran (uitloker) mirip dengan menyuruh melakukan 

(doenplegen) yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai 
perantara.  

Perbedaannya terletak pada: 
a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana 

tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang 
(KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya 
dengan sarana yang tidak ditentukan.  

b. Pada penganjuran, pembuat materiel dapat dipertanggung-
jawabkan, sedang dalam menyuruh melakukan pembuat 
materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pembantuan 
(Medeplichtige): Pasal 21 KUHP 

 
Pasal 21 KUHP 

Ayat (1) 
Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika 
dengan sengaja: 
a. Memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk 

melakukan Tindak Pidana; atau 
b. Memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan. 

Pembantuan (Medeplichtige) 
 

Pasal 21 KUHP 
Dalam ketentuan ini, pemberian bantuan pada waktu Tindak 
Pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta 
melakukan Tindak Pidana. Dalam turut serta melakukan Tindak 
Pidana terdapat kerja sama yang erat antar mereka yang turut 
serta melakukan Tindak Pidana, tetapi dalam pembantuan, kerja 
sama antara pelaku Tindak Pidana dan orang yang membantu 
tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan Tindak 
Pidana.  

 
Pembantuan (Medeplichtige): Pasal 21 KUHP Ayat (2) 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk pembantuan terhadap Tindak Pidana yang hanya diancam 
dengan pidana denda paling banyak kategori II.  
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Pembantuan (Medeplichtige): Pasal 21 KUHP Pembantu/ 
Medeplichtige (Pasal 21) yang terdiri dari: 
a. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.  

Dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau 
keterangan. Perbedaannya pada niat/kehendak, pada 
pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada 
sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan 
dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada 
pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.  

b. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan; 
Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam 
KUHP. Mirip dengan medeplegen (turut serta), perbedaannya 
terletak pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat 
membantu, sedang pada turut serta merupakan perbuatan 
pelaksanaan.  

 
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman 

tentang persoalan dader dan pleger serta bentuk-bentuk 
penyertaan dalam pasal-pasal di atas, dapat dilihat dalam 
rumusan berikut:73 
1) Jika satu tindak pidana hanya satu orang orang yang 

melakukan itu kita sebut pleger atau dader (pelaku), jadi di sini 
dader = dader. Di sini tidak ada persoalann penyertaan.  

2) Jika ada satu tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang 
tidak dapat dipidana (misalnya karena dia tidak mampu 
bertanggung jawab), orang itu disebut sebagai pelaku 
fisik/pelaku lapangan. Pelaku fisik yang tidak mampu 
bertanggungjawab itu melakukan tindak pidana karena 
disuruh oleh orang lain yang mempunyai kehendak 
melakukan tindak pidana. Orang ini dengan doen pleger 
(orang yang menyuruh tindak pidana). Di sana terdapat 
persoalan penyertaan di mana doen pleger itu menurut 
termasuk ke dalam dader (pelaku).  

3) Jika ada satu tindak pidana dilakukan oleh satu orang dapat 
dipidana, orang ini disebut sebagai pelaku (pleger). Orang 
yang melakukan ini (pleger) melakukan tindak pidananya 
karena digerakkan oleh orang lain. Orang yang menggerakkan 
ini disebut dengan si penggerak tindak pidana (uitlokker). Di 

 
73 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
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sini terdapat persoalan penyertaan. Baik orang yang 
melakukan (pleger) maupun yang menggerakkan (uitlokker) 
termasuk ke dalam dader (pelaku).  
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BAB IX 
Percobaan Melakukan Kejahatan 

(Poging) 
 
 

A. Pengertian 

Dikatakan oleh Jonkers, undang-undang tidak memberi 
definisi mengenai percobaan, tetapi penunjukan kapan hal itu 
dapat dipidana. Jadi untuk percobaab, KUHP tidak memberikan 
pengertian, hanya memberikan syarat-syaratnya di mana 
pelakunya dapat dipidana. 

 
Pasal 17 KUHP 

Ayat (1) 
Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah 
nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana 
yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai 
hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena 
semata-mata atas kehendaknya sendiri.  

Ayat (2) 
Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terjadi jika: 
1. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk 

terjadinya Tindak Pidana; dan 
2. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan 

Tindak Pidana yang dituju.  
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Ayat (3) 
Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak 
2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk 
Tindak Pidana yang bersangkutan.  

Ayat (4) 
Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancamkan dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.  

Ayat (5) 
Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana 
sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang 
bersangkutan.  

 
Pasal 18 KUHP 

Ayat (1) 
Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku 
setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): 
1. Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya 

sendiri secara sukarela; atau 
2. Dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan 

atau akibat perbuatannya.  
Ayat (2) 

Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang- 
undangan telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku 
dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.  
 

Pasal 19 KUHP 
Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam 
dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana.  
1. Permulaan kejahatan yang belum selesai” 
2. Poging bukan suatu delik, tetapi poging dilarang dan diancam 

hukuman oleh undang-undang 
3. Poging adalah perluasan pengertian delik 
4. Suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang sebab perbuatan itu melanggar kepentingan 
hukum atau membahayakan kepentingan hukum 

5. KUHP tidak memberi perumusan/ definisi 
6. Harus diketahui kapan suatu delik dianggap selesai 
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7. Delik selesai berbeda antara delik formil dan delik materiil 
8. Pada delik formil: delik selesai apabila perbuatan yang 

dilarang telah dilakukan 
9. Pada delik materiil: delik selesai apabila akibat yang dilarang 

dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah 
timbul akibat atau terjadi 

Percobaan dapat Dipidana 
1. Percobaan Tindak pidana merupakan lembaga yang 

memperluas pertanggungjawaban pidana.  
2. Pada dasarnya seseorang baru bisa dipidana apabila ia 

memenuhi semua unsur suatu tindak pidana (delik selesai), 
tetapi meskipun delik belum selesai (belum semua unsur 
dipenuhi), seseorang sudah dapat dipidana jika memenuhi 
syarat-syarat percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 
KUHP.  

3. Jenis tindak pidana yang percobaannya dapat dihukum adalah 
hanya kejahatan.  

4. Sanksi pidana untuk percobaan paling banyak 2/3 dari.  
 

B. Syarat Percobaan yang dapat dipidana 

1. Niat 
a. Menurut doktrin dan yurisprudensi:”voornemen” harus 

ditafsirkan sebagai kehendak, “dolus” atau “opzet” .  
b. Seseorang harus mempunyai kehendak, yaitu kehendak 

melakukan kejahatan 
c. Apakah opzet di sini harus ditafsirkan dalam arti luas atau 

hanya opzet dalam arti pertama (sebagai “ogmerk” atau 
tujuan) ? 

2. Permulaan Pelaksanaan 
a. “Niat sudah terwujud dengan adanya permulaan 

pelaksanaan” 
b. Harus ada suatu perbuatan(handeling) 
c. Apa yang dimaksud “perbuatan sebagai permulaan 

pelaksanaan” ? 
d. Undang-undang tidak merumuskan pelaksanaan atau 

”uitvoering” dan bagaimana bentuknya 
e. Perlu digunakan penafsiran 
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3. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata 
disebabkan karena kehendaknya sendiri 
a. Secara gramatika, harus dihubungkan dengan kata yang 

mendahuluinya yaitu “voornemen”/ niat/kehendak niat 
sudah terwujud dengan adanya permulaan pelaksanaan. 
Jadi: pelaksanaan itu ditafsirkan sebagai “pelaksanaan 
kehendak” teori poging subyektif 

b. Tetapi, jika dihubungkan dengan anak kalimat berikutnya 
“… tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata 
disebabkan karena kehendaknya sendiri” maka secara 
sistematis maka ditafsirkan sebagai “pelaksanaan 
kejahatan” adalah teori poging obyektif 
 

1. Van Hamel 
“apabila dari perbuatan itu telah terbukti kehendak yang kuat 
dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya” 

2. Simons melihat dari jenis deliknya: delik formil atau delik 
materil.  
Pada delik formil apabila perbuatan itu merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU, apabila 
perbuatan itu merupakan sebagian dari perbuatan yang 
dilarang; jika ada beberapa unsur maka jika sudah melakukan 
salah satu unsur .  
Pada delik materril apabila perbuatan itu dianggap sebagai 
perbuatan yang menurut sifatnya adalah sedemikian rupa, 
sehingga secara langsung dapat menimbulkan akibat yang 
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU 

3. Vos 
Ada “permulaan pelaksanaan” apabila perbuatan itu 
mempunyai sifat terlarang terjadap suatu kepentingan hukum.  

4. Pompe 
Ada “permulaan pelaksanaan” apabila suatu perbuatan yang 
bagi orang normal memungkinkan terjadinya suatu delik.  

5. Pendapat Hoge Raad 
Ada “permulaan pelaksanaan” apabila antara perbuatan yang 
dilakukan dan kejahatan yang dkehendaki oleh seseorang itu 
terdapat hubungan erat langsung; yaitu apabila seorang 
melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan kejahatan, 
perbuatan itu baru dianggap sebagai permulaan pelaksanaan 
apabila disamping perbuatan itu tidak dibutuhkan lagi 
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perbuatan-perbuatan yang lain untuk menyelesaikan 
kejahatan.  

 
Syarat ketiga tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 

semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Kapan 
dikatakan bahwa tidak selesainya pelaksanaan itu “bukan 
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”? 

Tidak selesainya pelaksanaan bukan kehendaknya sendiri. 
(tidak secara sukarela). Apabila ia membatalkan niatnya secara 
sukarela/kehendak sendiri, maka syarat ke-3 ini tidak terpenuhi.  

Contoh terpenuhinya syarat ke-3: 
a. Tertangkap tangan.  
b. Korban memberikan perlawanan, dalam kasus pembunuhan 

korban tidak meninggal karena bantuan medis.  
 
Tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan 

karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai 
berikut 
1. Adanya penghalang fisik.  

Contoh: tidak matinya orang yang ditembak, karena tangannya 
disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau 
pistolnya terlepas. Termasuk dalam pengertian ini ialah jika 
ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya 
macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.  

2. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya 
itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik. Contoh: 
takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri 
telah diketahui oleh orang lain.  

3. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor/ 
keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. 
contoh: 
a. Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga tidak 

mati atau yang tertembak bagian yang tidak 
membahayakan; 

b. Barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun si pencuri 
telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga 
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Mengapa percobaan melakukan kejahatan dipandang perlu 
diancam dengan pidana? 
1. Teori Subyektif - subjectieve pogingsleer 

a. Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan 
kejahatan itu pantas dihukum, oleh karena orang tersebut 
telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral yang 
bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya” 

b. Terdapat sikap batin atau watak yang berbahaya dari si 
pelaku 

2. Teori Obyektif (objectieve pogingsleer) 
Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu 
kejahatan itu dapat dihukum oleh karena “tindakan-
tindakannya dinilai telah membahayakan kepentingan-
kepentingan hukum”.  
Teori Objectif ini dibagi menjadi dua: 
a. Teori objectif formil 
b. Teori objectif materiil 

Teori Obyektif Formil 
Seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan 
suatu kejahatan itu dapat dihukum oleh karena “tindakan-
tindakannya telah bernilai membahayakan bagi 
kepentingan-kepentingan hukum”. Teori ini tidak 
membedakan antara percobaan pada delik formil dan delik 
materiil.  
Teori Obyektif Materiil 
Membedakan percobaan pada jenis deliknya (delik formil 
atau delik materiil) 

3. Teori Campuran 
Teori ini melihat dari dua segi yaitu: sikap batin pembuat yang 
berbahaya (segi subjektif) dan juga sifat berbahayanya 
perbuatan. Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk 
delik khusus yang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan 
suatu delik yang tidak sempurna? 
Mengenai hal ini ada 2 pandangan: 
a. Percobaan dipandang sebagai dasar/alasan memperluas 

dapat dipidananya seseorang.  
Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan 
percobaan untuk melakukan tindak pidana meskipun tidak 
memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana jika 
telah memenuhi rumusan Pasal 17 KUHP. Jadi sifat 



95 

percobaan adalah memperluas dapat dipidananya orang, 
bukan memperluas rumusan – rumusan delik. Dengan 
demikian menurut menurut pandangan ini, percobaan 
tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang 
tersendiri tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak 
sempurna.  

b. Percobaan dipandang sebagai dasar/alasan memperluas 
dapat dipidananya perbuatan.  
Menurut pandangan ini, percobaan melakukan suatu tindak 
pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap.  

Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi 
merupakan delik sempurna hanya dalam bentuk khusus/ 
istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri.  
Perbuatan-perbuatan yang seolah-olah atau mirip dengan 
percobaan: 
a. Ondeugdelijke Poging (Percobaan Tidak Mampu) 

Suatu perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang 
dianggap permulaan pelaksanaan tetapi oleh karena 
sesuatu hal, bagaimanapun perbuatan yang diniatkan itu 
tidak mungkin akan terlaksana. Ada dua hal yang 
mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan tersebut, 
pertama karena alat (sarana) yang dipergunakan tidak 
sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna.  
contoh sebagai berikut: 
1) Ketidaksempurnaan sarana (alat) 

a) Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak 
A ingin membunuh B dengan menggunakan racun 
arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan 
arsenicum ke dalam minuman B. Namun B tetap 
hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam 
minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.  

b) Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi 
Peristiwanya seperti di atas, tetapi A memberikan 
racun arsenicum ke dalam minuman B dalam dosis 
yang tidak mencukupi sehingga A tetap hidup.  

2) Ketidaksempurnaan sasaran (objek) 
a) Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak 

A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke 
kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B 
telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal 
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ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam 
keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.  

b) Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi 
A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya 
terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah 
dengan menggunakan rompi anti peluru di dalam 
bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, 
meskipun mengenai dada B, karena menggunakan 
rompi anti peluru B tidak mati.  

b. Mangel Am Tatbestand (Kekurangan isi delik) 
Suatu perbuatan yang diarahkan untuk mewujudkan 
tindak pidana tetapi ternyata kekurangan atau tidak 
memenuhi salah satu unsur tindak pidana yang dituju.  
Di sini telah terjadi kesesatan atau kesalahpahaman 
terhadap salah satu unsur delik.  
Contohnya: orang yang melaksanakan kehendak untuk 
mencuri dengan mengambil suatu barang yang dikiranya 
barang milik orang lain, ternyata miliknya sendiri.  

c. Putatief delict (delik putatif) 
Putatief delict itu sebenarnya bukan merupakan suatu 
delik ataupun suatu percobaan untuk melakukan apa yang 
disebut putatief delict tersebut, melainkan merupakan 
kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa 
perbuatan yang telah ia lakukan di dalam suatu keadaan 
tertentu itu merupakan suatu perbuatan yang terlarang 
dan diancam dengan suatu hukuman, padahal perbuatan 
seperti itu tidak diatur dalam suatu undang-undang pidana.  

d. Percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan 
yang dikualifisir 
1) Percobaan selesai 

Percobaan selesai (disebut juga dengan delik manque) 
adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk 
melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah 
begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan 
tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak 
terjadi.  

2) Percobaan tertunda 
Adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya 
terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.  

 



97 

3) Percobaan yang dikualifisir 
Percobaan yang dikualifisir terjadi jika pelaku 
membatalkan lanjutan tindakan yang diniatkannya 
secara sukarela untuk melakukan suatu kejahatan 
tertentu, tetapi telah memenuhi unsur-unsur tindak 
pidana lainnya. Dalam hal ini pelaku dapat dituntut 
berdasarkan tindak pidana lainnya itu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 

 

BAB X 
Tindak Pidana Aduan 

 
 

A. Pengertian 

Di dalam hukum pidana dikenal adanya laporan dan 
pengaduan di mana kedua hal ini terkait dengan pemberitahuan 
kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindak pidana. 
Laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang karena hak atau 
kewajiban nya kepada pejabat berwenang tentang telah, sedang, 
atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengaduan 
adalah pemberitahuan yang disertai permintaan untuk menindak 
menurut hukum seseorang merugikannya. 

Perbedaan Laporan dan Pengaduan 
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B. Beberapa pasal yang mengatur pengaduan 

Pasal 24 KUHP 
(1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat 

dituntut atas dasar pengaduan.  
(2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam 

Undang-Undang.  
 

1. Delik Aduan Absolut/Mutlak: 
Delik yang pada hakekatnya/mutlak memerlukan 

pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya Pasal 411 KUHP. 
Delik aduan absolut yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika 
belum ada pengaduan. Termasuk dalam delik ini adalah: 
a. Pemfitnahan 
b. Penghinaan 
c. Laporan fitnah 

 
Membuka rahasia yang wajib disimpan karena pekerjaan 

atau jabatan (rahasia perusahaan), dsb 
 

Pasal 411 KUHP 
(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang 

yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 
pidana denda paling banyak kategori II.  

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: 
a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.  
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat 

perkawinan.  
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal l2l 

tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25, Pasal 26, dan Pasal 30 KUHP.  

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di 
sidang pengadilan belum dimulai.  

 
2. Delik Aduan Relatif: 

Delik yang pada dasarnya merupakan delik biasa (bukan 
delik aduan), tetapi karena ada hubungan tertentu antara pelaku 
dan korban, maka berubah jenisnya menjadi delik aduan, yang di 
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tuntut orangnya.  
Tindak pidana aduan relatif yakni dapat dilakukan 

penyidikan sebelum ada pemgaduan. Termasuk delik aduan 
relatif yaitu:74 
a. Pencurian oleh keluarga atau suami atau istri 
b. Pemerasan oleh keluarga atau suami atau istri 
c. Penggelapan oleh keluarga atau suami atau istri 
d. Penipuan oleh keluarga atau suami atau istri 

 
Pasal 25 KUHP 

(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 
(enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan 
Orang Tua atau walinya.  

(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang 
harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah 
dalam garis lurus.  

(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh 
keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat 
ketiga.  

(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun 
menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan 
oleh diri sendiri dan/atau pendamping 

 
Pasal 26 KUHP 

(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah 
pengampuan, yang berhak mengadu merupakan 
pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan 
yang berada dalam pengampuan karena boros.  

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, 
pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus.  
 
 

 
74 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
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(3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah 
dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis 
menyamping sampai derajat ketiga.  

 
Pasal 27 KUHP 

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, 
pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau 
istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak 
menghendaki adanya penuntutan.  

 
Pasal 29 KUHP 

(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: 
a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak 

mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang 
berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;atau 

b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang 
berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika 
yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
pengadu masing-masing mengetahui adanya Tindak Pidana 

 
Pasal 30 KUHP 

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 
3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.  

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.  
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BAB XI 
Alasan Penghapus Pidana 

 
 

A. Pengertian 

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal 
atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah 
melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh UU Pidana (KUHP), tidak dihukum, karena: 
1. Orangnya tidak dapat dipersalahkan 
2. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan 

hukum.75 
 
Pembagian dasar penghapus pidana ditinjau dari 

pengaturan: 
1. Dasar penghapus pidana yang tertulis 

Contoh: dasar penghapus pidana yang ada dalam KUHP, 
misalnya melaksanakan perintah undang-undang, terdapat 
dalam Pasal 31 KUHP 

Pasal 31 
Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
 

 
75 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

Kencana, Jakarta, 2014 



104 

2. Dasar penghapus pidana yang tidak tertulis 
Alasan peniadaan /penghapusan pidana di luar undang- 
undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas yang 
merupakan dasar pembenar (tidak ada melawan hukum) dan 
yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan).76 
Alasan penghapus pidana digambarkan sbb: 

 
 
B. Alasan atau Dasar Penghapus Pidana 

Sedangkan dalam M. v. T menyebut dua alasan penghapus 
pidana.77 
1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 

yang terletak pada diri orang itu (inwendig) yakni: 
a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu 

karena sakit 
b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih mud 

aini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 
1905 tidak lagi merupakan alasan penghapus pidana 
melainkan menjadi dasar untuk memperingan hukuman) 

2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang 
yang terletak di luar orang itu (uitwendig), yaitu: 
a. Daya paksa atau overmacht 
b. Pembelaan terpaksa atau noodweer 
c. Melaksanakan undang-undang 

 
76 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
77 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, 

Kencana, Jakarta, 2014 
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d. Melaksanakan perintah jabatan  
 
Alasan penghapus pidana umum:78 

1. Menurut UU: (terdapat pada 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, dan 
44 KUHP) 
a. Tidak mampu bertanggung jawab 
b. Daya paksa atau darurat 
c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui 

batas 
d. Menjalankan peraturan perundang-undangan 
e. Menjalankan perintah jabatan.  

2. Di luar UU 
a. Tidak ada kesalahan sama sekali 
b. Tidak ada sifat melawan hukum materiil.  

Alasan Penghapus pidana umum menurut undang-undang. 
Terdapat pada pasal 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, dan 44 KUHP.  

 
Pasal 31 KUHP 

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan 
ketentuan peraturan perudang-undangan 

 
Pasal 32 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan 
perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.  

 
Pasal 33 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan 
darurat.  

 
Pasal 34 KUHP 

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang 
tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena 
pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika 
yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, 

 
78 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
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kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau 
orang lain.  

 
Pasal 40 KUHP 

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap 
anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 
12 (dua belas) tahun.  

 
Pasal 41KUHP 

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, 
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional 
mengambil keputusan untuk: 
a. Menyerahkan kembali kepada Orang T\ra/wali; atau 
b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, 

dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat 
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.  

 
Pasal 42 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana 
karena: 
a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau 
b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang 

tidak dapat dihindari.  
 

Pasal 43 KUHP 
Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa 
yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika 
yang melawan hukum, tidak dipidana.  

 
Pasal 44 KUHP 

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak 
mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang 
diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah 
tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, 
termasuk dalam lingkup pekerjaannya.  
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C. Dasar Penghapus Pidana Putatif 

Seseorang yang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya 
paksa, keadaan darurat, menjalankan UU, Perintah jabatan, 
namun dalam kenyataan tidak demikian.  
 

 
 
1. Dasar Pemaaf: 

Unsur melawan hukum masih tetap, namun kesalahannya 
dihapuskan. Dasar pemaaf bukan menghapus hal pantas 
dipidana, tetapi menghapuskan hal dapat dipertanggungjawab-
kan pembuat terhadap perbuatan.79 

Dalam hal ini perbuatan pelaku tetap dianggap melawan 
hukum, namun unsur kesalahannya dihapuskan (dimaafkan): 
a. Pasal 40 KUHP: Belum berumur 12 Tahun.  
b. Pasal 42 KUHP: Daya Paksa/Overmacht 
c. Pasal 43 KUHP: Pembelaan paksa lampau batas.  
d. Pasal 44 KUHP: Melakukan perintah jabatan yang t i d a k sah, 

namun yang diperintah dgn itikas baik dan lingkup 
pekerjaanya.  

 
 

 
79 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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2. Dasar Pembenar: 
Unsur melawan hukum dihapuskan dan kesalahan juga 

dihapuskan.  
Dalam hal ini perbuatannya dianggap tidak melawan 

hukum, walaupun perbuatannya itu dilarang dan diancam 
hukuman oleh UU/KUHP. Jadi dalam hal ini perbuatan pelaku 
dibenarkan/ dibolehkan: 
a. Pasal 31 KUHP: Perintah UU 
b. Pasal 32 KUHP: Perintah Jabatan.  
c. Pasal 33 KUHP: Keadaan Darurat 
d. Pasal 34 KUHP: Pembelaaan ada serangan 
 
Alasan Pemaaf 

Pasal 40 KUHP 
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap 
anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 
12 (dua belas) tahun.  

 
Pasal 41 KUHP 

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun 
melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, 
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional 
mengambil keputusan untuk: 
a. Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau 
b. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, 

dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat 
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.  

 
Pasal 42 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana 
karena: 
a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau 
b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang 

tidak dapat dihindari 
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Overmacht 
Keadaan memaksa dalam hukum pidana dikenal dengan 

sebutan overmacht, merupakan kondisi seseorang melakukan 
tindak pidana karena dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. 
Keadaan terpaksa itu, bisa disebabkan oleh karena kekuasaan 
yang tidak bisa dihindarinya atau keadaan dari luar yang 
menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang melawan 
hukum. Para ahli hukum berbeda-beda dalam mengartikan 
overmacht, karena memang istilah ini mengandung unsur multi 
tafsir.  

Hazawinkel Suringa mengartikan overmacht sebagai: “Apa 
sebenarnya overmacht itu, apa sebabnya ia telah membuat 
sesuatu hukuman menjadi tidak dapat dijatuhkan, dan apakah 
yang dimaksudkan terakhir ini berkenaan dengan perbuatannya 
atau berkenaan dengan pelakunya? Adalah tetap tidak jelas”. 
Sementara itu J. E memberikan tafsir overmacht menjadi tiga 
bagian yaitu overmacht yang absolut, overmacht relatif dan 
keadaan darurat dari luar atau disebutnya dengan noodtoestand. 
Overmacht yang absolut adalah orang tersebut tidak memiliki 
kuasa menghindarkan diri dari perbuatan orang lain sehingga 
perbuatan melawan hukumnya harus dihapus. Misalnya 
seseorang diikat, lalu orang tersebut dilemparkan ke sebuah kaca, 
sehingga merusak kaca tersebut. Rusaknya kaca tersebut 
bukanlah kehendaknya, tetapi kehendak dari orang lain yang 
mengikatnya. Overmacht relatif, diartikannya orang yang berada 
dalam situasi ini masih bisa memilih untuk tidak melakukan 
perbuatan, namun hampir mustahil orang tersebut memilih 
untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena akan 
membahayakan dirinya atau keluarganya. Misalnya seseorang 
dipaksa untuk mengantarkan narkoba, jika tidak melakukan 
maka anak dan isterinya dibunuh yang sebelumnya telah disekap 
di suatu tempat. Overmacht relatif menjadi alasan pemaaf dan 
dihapuskannya pidana pada orang tersebut. Satu jenis lagi 
overmacht yang dikemukakan J. E. Jonkers adalah noodtoestand 
atau keadaan darurat yang datangnya dari alam, atau situasti lain 
yang menyebakan orang tersebut melakukan tindak pidana. 
Karena itu, jika hal ini terjadi, maka noodtoestand ini menjadi 
alasan untuk dihapuskannya penuntutan kepada orang tersebut. 
Contohnya, adalah ketika terjadi kebakaran sebuah kapal di 
tengah laut, ada dua orang memperebutkan satu pelampung, oleh 
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karena pelampung tersebut mustahil dipergunakan dua orang, 
maka mereka saling berebut dan dimenangkan oleh A, sementara 
B karena tidak berhasil mendapatkan pelampung tersebut mati 
tenggelam. Dalam kejadian ini, maka perbuatan A disebut dengan 
noodtoestand dan menjadi alasan untuk tidak dituntut. Jadi, ada 
perbedaan yang signifikan, antara overmacht yang absolut dan 
relatif dengan noodtoestand. Pada noodtoestand ada situasi alam 
dan dihapusnya penuntutan, sementara dalam overmacht 
(absolut dan relatif) masih ada proses penuntutan namun 
perbuatan melawan hukumnya dihapuskan oleh pengadilan, 
sehingga tidak dipidana.80 

Keadaan memaksa atau darurat ini mengandung dua hal 
yaitu: 
1. Ancaman, tekanan, kekuataan yang tidak bisa dihindari baik 

psikis maupun fisik dari manusia 
2. Keadaan Memaksa: 

a. Paksaan Mutlak 
Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang 
sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi 
korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak mempunyai 
pilihan lain sama sekali. Misalnya seseorang yang diangkat 
oleh pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain 
sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang 
dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga 
sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap perbuatan menindas orang lain.81 

b. Paksaan Relatif 
Paksaan atau daya paksa relatif dibagi atas dua yaitu yang 
pertama daya paksa dalam arti sempit dan daya paksa 
disebut keadaan darurat. Daya paksa dalam arti sempit 
adalah yang disebabkan oleh orang lain, sedangkan daya 
paksa yang berupa keadaan darurat disebabkan oleh bukan 
manusia.82 

 
 

 
80 https://business-law. binus. ac. id/2020/04/28/kedaruratan-dalam-hukum-

pidana/ 
81 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
82 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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Pasal 43 KUHP 
Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa 
yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika 
yang melawan hukum, tidak dipidana 

 
Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui 
batas, dengan syarat: 
1. Pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan 

serangan atau ancaman serangan seketika; dan 
2. Yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena 

adanya serangan atau ancaman serangan seketika.  
 
Di dalam pasal 43 KUHP, di atas terdapat Noodweer Excess yaitu 
suatu keadaan bela paksa lampau batas 
1. asas subsidaritas dan/atau proporsionalitas dilampaui 
2. Yang harus dibuktikan: 

a. Pembelaan lampaui batas terjadi karena goncangan jiwa 
b. Goncangan jiwa itu terjadi karena serangan seketika 

 
Unsur 
1. Melampaui batas yang perlu 
2. Adanya hubungan kausal antara pelampauan batas tersebut. 

dengan serangan yang dilakukan.  
 

Pasal 44 KUHP 
Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak 
mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang 
diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah 
tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya 
termasuk dalam lingkup pekerjaannya.  
 
2 Syarat Penggunaan Pasal 44 KUHP 
1. Syarat Subyektif: 

Dengan itikad baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah 
2. Syarat Obyektif: 

Pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam 
bidang tugas pekerjaannya 

Kedua syarat ini bersifat kumulatif- imperative 
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Alasan Pembenar 
Pasal 31 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

 
Pasal 32 KUHP 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan 
perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang. Perintahnya 
adalah perintah yang sah.  
contoh: juru sita pengadilan, penangkapan/ penyitaan 
penahanan yang sah yang dilakukan oleh polisi 

 
Pasal 33 

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak 
dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan 
darurat.  
 
Keadaan darurat: 

Pelaku melakukan suatu tindak pidana terdorong oleh 
suatu paksaan dari luar pelaku.  
 
Bentuk (Keadaan Darurat) Noodtoestand 

Pengertian dari noodtoestand atau keadaan darurat adalah 
keadaan, dimana suatu kepentingan hukum dalam keadaan 
bahaya, dan untuk menghindarkan bahaya itu terpaksa dilanggar 
kepentingan hukum yang lain. Atau dengan kata lain dorongan, 
paksaan, kekuatan dari luar yang membuat seseorang terjepit, 
sehingga terpaksa melakukan suatu delik, karena terjadi: 
1. Pertentangan antar 2 kepentingan hukum 
2. Pertentangan antar 2 kewajiban hukum 
3. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban 

hukum 
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Syarat 
Harus ada Dua Asas Penting keadaan darurat 

1. Subsidiarditas 
Tiada jalan lain, tindakan tersebut adalah satu-satunya jalan 

2. Proporsionalitas 
Keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan 
yang dikorbankan.  

 
Pasal 34 KUHP 

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang 
tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena 
pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika 
yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, serta 
kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau 
orang lain.  
1. Syarat ancaman serangan/serangan 

a. Melawan hukum 
b. Seketika/langsung 
c. Ditujukan pada diri sendiri/orang lain 
d. Terhadap: badan/tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan 

harta benda 
2. Syarat pembelaan: 

a. Seketika/langsung 
b. Memenuhi asas subsidiaritas & proporsionalitas 

 
Pasal 35 KUHP 

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.  
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BAB XII 
Berlakunya Hukum Pidana Menurut 

Tempat 
 
 

A. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Menurut 
Tempat 

Mengenai ruang lingkup berlakunya hukum pidana 
menurut tempat penting untuk mengetahui: 
1. Sampai dimana berlakunya hukum pidana suatu negara; 
2. Hak suatu negara untuk menuntut suatu perbuatan seseorang 

yang merupakan kejahatan atau pelanggaran.  
 

B. Asas-Asas Hukum Terkait Berlakunya Hukum Pidana 
Menurut Tempat 

1. Asas Teritorial/wilayah (Territorialiteitsbeginsel); 
2. Asas Perlindungan Atau Asas Nasionalitas Pasif 

(Bescermingsbeginsel Atau Passief Nationaliteitsbeginsel); 
3. Asas Universal (Universaliteitsbeginsel).  
4. Asas  Personal Atau Asas Nasionalitas Aktif 

(Personaliteitsbeginsel); 
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Asas Teritorial (asas wilayah) 
Dalam berbagai kepustakaan hukum pidana, asas teritorial 

disebut dengan asas teritorialitas. Menurut Satochid Kartanegara, 
asas teritorialitas merupakan asas pokok, sementara asas 
lainnyamerupakan tambahannya.83 

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang 
melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum 
pidana, tunduk pada hukum pidan itu. Dapat dikatakan semua 
negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi 
patokan adalah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak 
dipersoalkan.84 

Termasuk wilayah teritorial yaitu semua pesawat yang 
berbendera Republik Indonesia, merupakan wilayah teritorial 
Indonesia.85 

Perkecualian (KUHP tidak dapat dikenakan) dikenal 
dengan Hak imunitas yang ditujukan kepada:86 
1. Kepala -kepala Negara dan keluarganya 
2. Duta negara asing (untuk konsulat, hal ini bergantung traktat 

antar negara) 
3. Anak buah kapal perang asing dan awak kapal terbang asing 
4. Pasukan negara sahabat yang berada di Indonesia atas 

persetujuan pemerintah Indonesia.  
 

Pasal 4 KUHP 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap 
Orang yang melakukan: 
1. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
2. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara 

Indonesia; atau 
3. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak 

Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia 
dan di Pesawat Udara Indonesia 

 
83 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
84 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
85 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
86 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
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Asas Pelindungan atau Asas Nasional Pasif 
Pengertian asas nasional pasif dalam konteks Indonesia 

adalah asas yang menyatakan bahwa berlakunya undang-undang 
hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, 
warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melanggar 
kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan 
pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di 
luar negri. Titik berat asas ini ditujukan kepada perlindungan 
kepentingan (nasional) yang dibahayakan oleh perbuatan pidana 
yang dilakukan seseorang di luar negri sehingga asas ini disebut 
juga dengan asas perlindungan.87 

Di sini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual 
orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan 
umum yang lebih luas. Jika orang Indonesia menjadi korban delik 
di wilayah negara lain, yang dilakukan oleh orang asing, maka 
hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Diberi kepercayaan 
kepada setiap negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya 
sendiri.88 
 

Pasal 5 KUHP 
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap 
Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: 
1. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; 
2. Martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat 

Indonesia di luar negeri; 
3. Mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu 
kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; 

4. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; 
5. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; 
6. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset 

nasional atau negara Indonesia; 
7. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik.  
8. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan 

dalam Undang-Undang; atau 

 
87 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
88 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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9. Warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional 
dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.  
 

Asas Universal 
Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui 

batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Yang 
dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang 
diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja 
dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. 
Secara universal (menyeluruh di seantero dunia) jenis kejahatan 
ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.89 

 
Pasal 6 KUHP 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap 
Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
yang melakukanTindak Pidana menurut hukum internasional 
yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang- 
Undang.  

 
Pasal 7 KUHP 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap 
Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih 
oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian 
internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah 
Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.  

 
Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi 

kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum 
negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam 
konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, 
misalnya: 
1. Konvensi internasional mengenai uang palsu; 
2. Konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut 

yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut; 
3. Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan 

kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau 
 

 
89 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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4. Konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran 
gelap narkotika dan psikotropika.  

 
Asas ini menganggap seolah-olah di seluruh dunia telah 

berlaku satu hukum pidana, adapun yang menjadi dasar hukum 
dari asas ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum dunia. 
Asas universal ini, PAF Lamintang menyebutnya asas persamaan, 
mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan 
maka setiap negara mempunyai kewajiban untuk memelihara 
keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain.90 
 
Asas Nasional Aktif 

Asas nasional aktif ini menentukan bahwa berlakunya 
undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada 
kewarganegaraan atau nasional sesorang yang melakukan suatu 
tindak pidana, dan tidak pada tempatnya di mana tindak pidana 
itu dilakukan.91 

Prinsip nasional aktif disebut juga dengan prinsip 
personalitas. Kata personalitas dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keseluruhan reaksi psikologis 
dan sosial seorang individu, sintesis kehidupan emosionalnya 
dan kehidupan mentalnya, tingkah laku dan reaksinya terhadap 
lingkungan.92 

Pasal 8 KUHP 
Ayat (1) 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap 
warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Ayat (2) 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika 
perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara 
tempat Tindak Pidana dilakukan.  

Ayat (3) 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
untuk Tindak Pidana yang diancam pidana denda paling banyak 

 
90 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, Airlangga University Press, 

Surabaya, 2016 
91 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
92Ibid. 
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kategori III.  
Ayat (4) 

Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga 
negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan 
sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di 
negara tempat Tindak Pidana dilakukan.  

Ayat (5) 
Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika 
Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak 
Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.  
 
Waktu Tindak Pidana 

Pasal 10 KUHP 
Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan 
yang dapat dipidana.  
Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini misalnya: 
1. Saat perbuatan fisik dilakukan: 
2. Saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan 

Tindak Pidana; atau 
3. Saat timbulnya akibat Tindak Pidana. Ketentuan ini tidak 

membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana 
materiil.  
 

Tempat Tindak Pidana 
Pasal 11 KUHP 

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya 
perbuatan yang dapat dipidana. Tempat Tindak Pidana dalam 
ketentuan ini misalnya: 
1. Tempat perbuatan fisik dilakukan; 
2. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan 

Tindak Pidana; atau 
3. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana.  
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BAB XIII 
Gabungan Tindak Pidana  

(Samenloop-Concursus) 
 
 

A. Pengertian 

Pengertian dari gabungan tindak pidana adalah jika suatu 
tindak pidana dikatakan telah terjadi suatu perbarengan 
(gabungan) dalam kondisi, jika satu orang, melakukan lebih dari 
satu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
pidana pada orang tersebut, hal mana untuk tindak pidana 
tersebut belum ada putusan hakim diantaranya dan terhadap 
perkara - perkara pidana tersebut akan diperiksa serta di putus 
sekaligus. Sehingga gabungan tindak pidana bisa digambarkan 
sebagai berikut: 
1. Beberapa tindak pidana, yang dilakukan dengan 1 atau lebih 

perbuatan 
2. Di antara beberapa tindak pidana itu belum ada putusan 

Hakim 
3. Beberapa tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus 
 
Gabungan Tindak Pidana 
1. Tujuan adanya ketentuan gabungan Tindak pidana adalah 

untuk memberikan pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan 
hukuman, jika terjadi perkara yang terdiri dari beberapa 
tindak pidana; 
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2. Bukan gabungan tindak pidana bila beberapa tindak pidana 
terjadi namun tindak pidana tersebut telah diatur dalam satu 
pasal.  

3. Gabungan tindak pidana dapat dilakukan lebih dari 1 orang  
 

B. Pengaturan dalam KUHP 

1. Concursus Idealis (eendaadsche samenloop) 
Concursus idealis (eendaadsche samenloop) yaitu suatu 
perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. 
Disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan yakni 
suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana.  
Dalam bahasa Belanda Concursus Idealis adalah eendaadsche 
samenloop yang kalau dibahasaindonesiakan akan menjadi 
gabungan satu perbuatan. Akan tetapi, Schaffmeister, et. al. 
menyebutnya sebagai gabungan peraturan karena sebenarnya 
hanya ada satu perbuatan, tetapi aturan hukum yang dilanggar 
lebih dari satu.93 
Concursus idealis diatur dalam pasal: 

Pasal 125 KUHP 
(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) 

ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 
yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika 
ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang 
paling berat.  

(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum 
dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana 
khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.  

Menurut Taverne, dalam hal ini concursus idealis yaitu:94 
a. Dipandang dari sudut hukum pidana ada 2 (dua) perbuatan 

atau lebih; dan 
b. Antara perbuatan - perbuatan itu tidak dapat dipikirkan 

terlepas satu sama lain.  
Seperti contohnya orang yang dalam keadaan mabuk 
mengendarai mobil di waktu malam tanpa lampu. Dalam hal 
ini perbuatan hanya satu yaitu “mengendarai mobil”, akan 

 
93 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
94 https://www. erisamdyprayatna. com/2020/10/gabungan-tindak-pidana-
concurcus. html 

http://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/gabungan-tindak-pidana-
http://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/gabungan-tindak-pidana-
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tetapi jika di lihat dari sudut hukum ada 2 (dua) perbuatan 
yang masing - masing dapat dipikirkan terlepas satu sama lain 
atau dengan kata lain dalam hal ini terdapat concursus realis, 
yaitu: 
a. Mengendarai mobil dalam keadaan mabuk 

(menggambarkan keadaan orang / pelakunya); dan 
b. Mengendarai mobil tanpa lampu di waktu malam 

(menggambarkan keadaan mobilnya).  
2. Concursus Realis (meerdaadsche samenloop) 

Delik ini khususnya menyangkut kejahatan di luar perbuatan 
berlanjut (Voortgezette Handeling).95 
Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri 
sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan 
tidak perlu berhubungan). Concursus realis diatur dalam pasal 
127 KUHP: 

Pasal 127 KUHP 
(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang 

harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri 
sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, 
hanya diiatuhkan I (satu) pidana.  

(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah jumlah 
pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana 
tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat 
ditambah 1/3 (satu per tiga).  

 
C. Sistem Pemidanaan 

Stelsel pemidanaan dalam kaitannya dengan perbarengan 
tindak pidana ini ada dua yakni stelsel absorpsi dan dan stelsel 
kumulatif. Kemudian Absorpsi dibedakan lagi menjadi dua yaitu 
absorpsi murni dan absorpsi diperberat, sedangkan kumulasi 
dibagi lagi menjadi dua yaitu kumulasi murni dan kumulasi 
diperlunak.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal 4 
(empat) sistem atau stelsel pemidanaan, yaitu: 
 
 

 
95 Ibid. 
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1. Sistem Absorpsi Murni 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam 
dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya 
dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat 
walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.  

2. Sistem Kumulasi Murni 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana 
sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang 
diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang 
itu semuanya dijatuhkan.  

3. Sistem Absorpsi Diperberat 
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang 
merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam 
dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada 
hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni 
yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan 
menambah 1/3 (sepertiga).  

4. Sistem Kumulasi Diperlunak 
Apabila seeorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang 
menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing 
diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel 
ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing 
delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu 
harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari 
pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga).  

 
D. Perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) 

Pasal 126 KUHP mengatur perbuatan berlanjut yang dalam 
bahasa Belanda disebut (Voortgezette Handeling): 

 
Pasal 126 KUHP 

(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling 
berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan 
berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, 
hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.  

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya 
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dijatuhi pidana pokok yang terberat.  
 
Makna dari hubungan sedemikianrupa sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Menurut MvT harus 
dipenuhi 3 syarat: 
1. Harus ada satu keputusan kehendak 
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis 
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu 

lama 
 
Pada umumnya para pengarang mengingatkan agar jangan 

sampai perbuatan berlanjut dicampur dengan pengertian delik 
terus menerus. Sebagai contoh mudah seseorang yang memiliki 
atau menyimpan narkotika, selama ia memiliki atau menyimpan 
itulah, delik berlangsung terus, hal ini berbeda dengan delik 
bigami, bukanlah delik terus menerus karena perbuatan kawin 
itulah yang menjadi delik (jadi tempus delict-nya saat ia kawin.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2022 
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BAB XIV 
Gugurnya Kewenangan Penuntutan 

 
 

Apabila terjadi tindak pidana maka negara mempunyai hak 
untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Namun ada beberapa 
kondisi yang membuat hapusnya kewenangan menuntut 
tersebut. Gugurnya kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 
132 KUHP: 

 
Pasal 132 KUHP 

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: 
a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas 
perkara yang sama; 

b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia; 
c. Kedaluwarsa; 
d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi 

Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda 
paling banyak kategori II; 

e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan 
sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori III; 

f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan; 
g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau 
h. Diberikannya amnesti atau abolisi.  
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(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi 
Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 121 KUHP.  

 
Menurut pasal 132 tersebut di atas, gugurnya hak untuk 

menuntut pelaku pidana dan menjalani hukuman oleh pelaku 
pidana dapat disebabkan beberapa hal antara lain: 
1. Meninggalnya pelaku 
2. Adanya asas “Ne bis in idem” 
3. Daluwarsa 
4. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan 
5. Amnesti dan Abolisi dari Presiden 

 
A. Meninggalnya pelaku 

Secara yuridis dengan meninggalnya si pelaku tindak 
pidana, karena kesalahan seseorang itu bersifat pribadi maka 
kesalahannya tidak dapat dilimpahkan pada orang lain untuk 
memikul kesalahan si pelaku tindak pidana.  

Apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia maka: 
1. Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan 

pengadilan, maka perkara pidana tersebut menjadi gugur.  
2. Bila perkara pidana tersebut masih dalam proses penyidikan, 

maka perkaranya dihentikan.  
3. Jika penuntutan telah diajukan oleh Jaksa penuntut umum dan 

si terdakwa meninggal sebelum mendapat putusan 
pengadilan, maka oleh pengadilan perkara pidana tersebut 
harus dinyatakan tidak dapat diterima.  

 
Pengecualiannya bahwa dengan meninggalnya si pelaku 

“tidak mutlak” menjadi gugur, yaitu terhadap barang-barang atau 
hak-hak yang dimiliki, dan biasanya diterapkan terhadap 
hukuman denda atau tuntutan tambahan tetap dijalankan. 
Apabila dalam proses penyidikan (Polisi), tersangka meninggal 
dunia, maka penyidikan tersebut dihentikan, kemudian apabila 
terdakwa pada masa penuntutan meninggal dunia, maka harus 
dikeluarkan surat penetapan dari hakim pengadilan negeri.  
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Pasal 133 KUHP 
(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat 

(1) huruf d dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan 
jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada Pejabat 
yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.  

(1) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan 
Barang atau tagihan, Barang dan/ atau tagihan yang 
dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut 
taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
hal Barang dan/ atau tagihan tersebut sudah tidak berada 
dalam kekuasaan terpidana.  

(2) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan 
tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut 
pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu 
gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e 

 
Pasal 134 KUHP 

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 
(satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  

 
Pasal 135 KUHP 

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari 
pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan 
Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan 
dalam hal: 
1. Putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan 

hukum; atau 
2. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani 

seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana 
tersebut kedaluwarsa.  

 
B. Syarat Ne Bis in Idem (Tidak boleh dua kali untuk hal 

yang sama) 

Pengertian ne bis in idem, secara singkat dapat dikatakan 
sebagai asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari 
satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang 
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menghukum atau membebaskannya. Asas ne bis in idem ini 
berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Gugatan dapat 
dinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan 
hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, 
dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang 
sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dan putusan tersebut 
telah memberikan putusan bebas (vrijspraak), lepas (onstlag van 
alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling) terhadap 
orang yang dituntut itu.  

Terdapat tiga syarat Ne Bis in Idem yakni:97 
1. Perbuatannya adalah satu perbuatan 
2. Orangnya adalah satu orang tertentu 
3. Sudah ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum 

tetap 
 
C. Daluwarsa 

Daluwarsa adalah suatu keadaan lewatnya waktu atau 
jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-
Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk 
menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang 
melakukan tindak pidana. Maka terdakwa tidak dapat diajukan ke 
Pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan. Penutut umum 
berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di 
dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya 
dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang 
mengadili. Tetapi ada azas Oportunitas yang memberikan 
wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak 
menuntut dengan tanpa syarat seseorang atau korporasi yang 
telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.98 

Gugurnya kewenangan penuntutan karena daluwarsa di 
atur dalam pasal-pasal berikui ini: 

 
Pasal 136 KUHP 

(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena 
kedaluwarsa apabila: 
a. Setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak 

Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 

 
97 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
98 http://repository. radenfatah. ac. id/6934/3/Skripsi%20BAB% 20III. pdf 
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1 (satu) tahun dan/ atau hanya denda paling banyak 
kategori III; 

b. Setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak 
Pidana yang diancam dengan pidana (satu) tahun dan 
paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. Setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di 
atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; 

d. Setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk 
Tindal Pidana yang diancam dengan pidana penjara di 
atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun; dan 

e. Setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk 
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana mati.  

(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang 
waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikurangi 
menjadi 1/3 (satu per tiga).  

 
Pasal 137 

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah 
perbuatan dilalukan, kecuali bagi: 
1. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata 

uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah 
Barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak 
digunakan; atau 

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 
451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan 
harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati 
sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.  

 
Pasal 138 KUHP 

(l) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang 
waktu kedaluwarsa.  

(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah 
tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan 
mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan 

penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu 
kedaluwarsa baru.  

 
Pasal 139 KUHP 

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena 
ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, 
tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda 
sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.  
 
D. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan 

Penyelesaian di luar pengadilan sebagimana disebutkan 
dalam Pasal 132 
(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: 

a. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi 
Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda 
paling banyak kategori II; 

b. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan 
sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak kategori III; 

 
Di mana kewenangan penuntutan menjadi hapus apabila 

dengan sukarela denda sudah dibayar, denda yang dimaksud 
dalam Pasal 79 
 

Pasal 79 KUHP 
(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: 

a. kategori I, Rp1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah); 
b. kategori II, Rp10. 000. 000, 00 (sepuluh juta rupiah); 
c. kategori III, Rp50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah); 
d. kategori IV, Rp200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah); 
e. kategori V, Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah); 
f. kategori VI, Rp2. 000. 000. 000, 00 (dua miliar rupiah); 
g. kategori VII, Rp5. 000. 000. 000, 00 (lima miliar rupiah); 

dan 
h. kategori VIII, Rp50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh miliar 

rupiah).  
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(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya 
pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  

 
E. Amnesti dan Abolisi dari Presiden 

Apa yang disebut pengampunan dari Kepala Negara/ 
Presiden itu tidaklah selalu berkenaan dengan ditiadakannya 
pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap saja, melainkan ia juga dapat 
berkenaan dengan: 
1. Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim 

bagi seorang terpidana, misalnya perubahan dari pidana mati 
menjadi pidana penjara seumur hidup atau menjadi penjara 
selama lamanya dua puluh tahun 

2. Pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana tutupan, 
pidana kurungan atau pidana kurungan sebagai pengganti 
denda atau karena tidak dapat menyerahkan sesuatu benda 
yang telah dinyatakan disita untuk kepentingan negara, 
seperti yang telah diputuskan oleh hakim 

3. Pengurangan dari besarnya uang denda seperti yang telah 
diputuskan oleh hakim bagi seorang terpidana.  

 
Amnesti berarti pengampunan hukuman secara penuh, 

kepada individu-individu tertentu atau kepada siapa pun yang 
dihukum karena tindak pidana tertentu. Keputusan legislatif 
federal untuk menghentikan penuntutan atau hukuman atas 
kejahatan masa lalu tertentu, khususnya kejahatan politik. Di 
Indonesia, amnesti ini bisa dikeluarkan pada tahapan penuntutan 
dan tahapan pemidanaan. Dengan demikian, amnesti ini selain 
merupakan dasar gugurnya kewenangan penuntutan, juga 
merupakan dasar gugurnya kewenangan melaksanakan pidana.99 

Sedangkan abolisi berarti penghapusan tindak pidana dan 
jika perlu penghapusan penuntutan yang dibuat untuk tujuan itu.  

Abolisi, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan 
penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari 
penuntutan menurut hukum pidana yang telah dilakukan.100 

 

 
99 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2023 
100 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 
Deepublish, Yogyakarta, 2015 
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Menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan 
Jimmy (hal. 10) abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan 
seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau 
menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta 
melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah 
dijalankan. Merupakan hak prerogarif Presiden yang hanya 
diberikan setelah meminta nasihat Mahkamah Agung. Presiden, 
atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi 
kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan 
pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah 
mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang 
menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan 
HAM).101 

Pemberian amnesti dan abolisi yang pertama telah 
dilakukan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1961 Nomor 449 Tahun 1961 
tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang 
tersangkut dengan pemberontakan, yang diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 17 Agustus 1961 dan dimuat di dalam Lembaran 
Negara nomor 272 tahun 1961.102 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 449 Tahun 
1961 tersebut dengan tegas telah menentukan, bahwa:103 
1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana 

terhadap orang-orang yang telah diberikan amnesti menjadi 
dihapuskan.  

2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang- 
orang yang telah diberikan abolisi menjadi ditiadakan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
101 https://www. hukumonline. com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan- 
grasi-lt4bd6dab5117a4 
102 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 
Deepublish, Yogyakarta, 2015 
103 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 
Deepublish, Yogyakarta, 2015 

http://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-
http://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-
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